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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P      U      T      U      S      A      N  

NOMOR: 193/G/2009 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan   menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

Perad i l an  t i ngka t  per tama,   dengan  Acara  Biasa ,  te lah  

menja tuhkan  Putusan   dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah   in i  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  BAKRIE  INVESTINDO,  Perseroan  Terba tas  yang  did i r i k an  

berdasarkan  Hukum  Indones ia ,  bera lamat  di  

Gedung Wisma Bakr ie     Lanta i  6,  Ja lan   H.  R.  

Rasuna  Said  Kav.  B- 1 Jakar t a  12920,  Dalam ha l  

in i  d iwak i l i  o leh  M.  Sahid  Mahudie ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,   Peker jaan  

Di rek tu r  Utama      PT.  Bakr i e  Inves t i ndo ,  

member ikan  kuasa  dan  memi l i h  domis i l i  hukum 

pada       kuasa  hukumnya :  1.  GP.  Aj i  Wi jaya ,  

SH. ,      2.  L indu  Dwi   Purnomo,  SH. ,  3.  

Eresend i  Winahar ta ,  SH. ,         4.  Rio  Kurn ia  

Maesa,  SH.MH.  masing- masing  warganegara  

Indones ia ,  dan  se lu ruhnya  merupakan  Advokat  

pada  Law Fi rm  Aj i  Wi jaya ,  Sunar to  Yudo  & Co.  

bera lamat   d i  Sequis  Plaza  (d /h  DM,  Lt .  18) ,  

Ja lan  Jendera l     Sudi rman  Kav.  25,  Jakar ta  

Hal  1 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12920.  Berdasarkan   Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  31  Desember  2010,  d isebu t  sebaga i  

………..…… PENGGUGAT; 

m e l  a w a n 

KEPALA  KANTOR PELAYANAN PAJAK  WAJIB  PAJAK  BESAR SATU,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Medan Merdeka  Timur  No.  

16,    Jakar t a  Pusat ,  da lam ha l  in i  member ikan  

kuasa  kepada  :  - - - - - - -

1.  R.  Fendy  Dharma Saput ra ,  SH.  LL.M.  :  Kepala  

Sub  Di rek to ra t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - - -

2.  Abdon  B.  Si tumorang ,  SH.  :  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum  I ,   Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

3.  Dewi  Sulaksmin i j a t i ,  SH.MKn. :  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum  I I ,  Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Her l i n  Sul i sm iya r t i ,  SH. :   Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum  I I I ,  Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

5.  Dyah  Wulandar i ,  SH.LL.M. :  Kepala  Sub 

Bagian  Bantuan  Hukum dan  Pelaporan ,  Kanwi l  

DJP Waj ib  Pajak  Besar ;  - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Igna t i u s  Joko  Tr ian to ,  SE. :  Account  

Represen ta t i v e  Seks i  Pengawasan  dan  

Konsu l t as i  I ,  KPP Waj ib  Pajak  Besar  Satu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. Har i  Agus  Santoso ,  SE.  M.Hum.  :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - -

8. Bawadi ,  SH.M.Hum.  :   Pelaksana     Subdi t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Poppy  Dwipusp i t a  Wardhan i ,  SH.  :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - -

10.  R.  Ajeng  Kus  Andr i yan i ,  SH.  :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Ni  Wayan  Sukar i n i ,  S.Mn.  :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Wasto ,  SE.  :   Pelaksana   Subdi t  Bantuan  

Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

13. Ade  Selv i a  Permana  Put r i ,  SH. :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Hal  3 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Fernandes  Adhi t ya  Halomoan,  SH.  :  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - -

15. Nasru l  Af fand i ,  SH.  :  Pelaksana     Subdi t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Dian  Rivea  Mahardh ika ,  SH.  :  Pelaksana  

Subdi t   Bantuan  Hukum,   Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Onie  Setyawan  :   Pelaksana  Subdi t  Bantuan  

Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. I r f an  Dwisaput ra  :   Pelaksana     Subdi t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Nyi  Ratu  Nadhia  Oktar i na ,  SH.  :  Pelaksana  

Sub  Bagian  Bantuan  Hukum  dan  Pelaporan ,  

Kanwi l  DJP  Waj ib  Pajak  Besar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masing- masing  menggunakan  alamat  Kanto r  

Pelayanan  Pajak  Waj ib  Pajak  Besar  Satu ,  

berkedudukan   d i   Ja lan  Medan  merdeka  Timur  

Nomor  16 Jakar ta  Pusat ,  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus  Nomor  :  SKU-3  /  WPJ.19/KP.01 /2010 ,  

te r t angga l  08  Maret  2010,  d isebu t  sebaga i  

…………….. . . . . . . . .  TERGUGAT;

Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  tersebut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  193/PEN/2009/PTUN –  JKT tangga l  

24  Jun i  2010  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  yang  

Memer iksa  Perkara  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca  Putusan  Nomor:  193/PLW/2009/PTUN  –  JKT 

tangga l  03  Maret  2010,  ten tang  pemer iksaan  perkara  

dengan acara  biasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  193/PEN/2009/PTUN –  JKT tangga l  

04  Maret  2010  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  

Memer iksa  Perkara  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor:  193/PEN-

HS/2009/  PTUN-JKT,  te r t angga l  04  Maret  2010,  ten tang  

Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

193/G/2009 /PTUN- JKT.  Tangga l  18  Maret  201 0,  ten tang  

Permohonan Penundaan ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca berkas  perkara   yang   bersangku tan  dalam 

perkara  in i  ;  - - - -

Hal  5 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah  membaca  Sura t - Sura t  bukt i  dan  ber i t a  acara  

pers i dangan  yang  bersangku tan  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Telah  mendengarkan  kete rangan- kete rangan  saks i  dan  

kete rangan  para  pihak  dalam  pers idangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  menggugat   dengan sura t  

gugatannya    te r t angga l    31  Desember   2009   yang   d ida f t a r  

d i   Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   pada  

tangga l   31  Desember  2009  da lam   Regis te r  Nomor:  

193/G/2009 /PTUN- JKT,  dan  gugatan  te rsebu t  te l ah  dipe r i k sa  

pada  pemer iksaan  pers i apan  dan  te l ah  d ipe rba i k i  tangga l  17  

Maret  2010 yang  mengemukakan  dasar  dan a lasan  sebaga i  ber i ku t  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I .  OBYEK  SENGKETA/OBYEK  GUGATAN.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam  Gugatan  Tata  

Usaha  Negara     a  quo  (se lan j u t n ya  d isebu t  “Obyek  Gugatan” )  

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  

21  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  

23  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  

26  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

Hal  7 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Badan 

Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009 atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4 

ayat  (2 )  Fina l  Masa  Pajak  Januar i  s.d .  

Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kese lu ruh  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  ( “SKPKB”)  dan  

se lu ruh  Sura t  Paksa  d i  atas  se lan ju t nya  secara  bersama- sama 

disebu t  “Keputusan  Tergugat ”    atau   “Obyek  Gugatan” ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA DALAM MEMERIKSA DAN 

MEMUTUS  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa,  Keputusan  Tergugat  yang  merupakan  Obyek  Gugatan  

ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ( “Kepu tusan  TUN”)  

sebaga imana  dimaksud  da lam  keten tuan  Pasa l  1  but i r  3  

Undang- undang  Nomor  5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ( ”UU  No.  5/1986” )  jo .  Pasal  1  but i r  9  

Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- undang  Nomor  5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ( ”UU  No.  51/2009” ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dimaksud  merupakan  

Penetapan  Ter tu l i s  yang  dike lua rkan  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  dalam  hal  in i  Tergugat ,  sesua i  kewenangannya  

berdasarkan  keten tuan  Undang- undang  Nomor  16 tahun  2000  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  6 

Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan .  Dengan  demik ian  Tergugat  merupakan  Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  1  but i r  8  Undang- Undang  Nomor  

51/2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  9 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa Obyek  Gugatan  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  

Negara  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  yang  bersumber  

dar i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

menimbulkan  ak iba t  hukum  te rhadap  Penggugat ,  yang  

bers i f a t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a. Konkr i t ,  karena  Keputusan  Tergugat  

d imaksud  secara  nyata  dibua t  o leh  

Tergugat  yang  memer in tahkan  Penggugat  

untuk  membayar  tunggakan  pa jak  berupa  

se jumlah  uang  te r t en tu  yang  dise r t a i  

dengan  Pember i t ahuan  Sura t  Paksa;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

b. Ind i v i dua l ,  karena  Keputusan  Tergugat  

d imaksud  di tu j u kan  secara  khusus  

te rhadap  Penggugat ,  bukan  untuk  umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Fina l ,  karena  Keputusan  Tergugat  

d imaksud  sudah  def i n i t i f  dan  karenanya  

te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum te rhadap  

Penggugat ;  - - - - - -

4. Dengan  demik ian ,  Penggugat  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  atas  di te rb i t k annya  Keputusan  Tergugat  berupa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Obyek  Gugatan   a  quo  oleh  Tergugat ,  seh ingga  sesua i  

keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  9 Tahun  

2004 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  5 tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ( “UU  No.  

9/2004” )  Penggugat  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  

pembata lan  atas  Keputusan  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa,  kese lu ruh  SKPKB  te rsebu t  d i te rb i t k an  oleh  

Tergugat   pada  tangga l    28 Oktober  2009  dan kese lu ruh  

Sura t  Paksa  te l ah  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  pada  

tangga l  28  Desember  2009.  Oleh  karenanya ,  ba ik  

te rh i t ung  se jak  tangga l  28  Oktober  2009  ataupun  se jak  

tangga l  28  Desember  2009  kesemuanya  ada lah  masih  dalam 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  untuk  tu juan  

penga juan  gugatan ,  sesua i  keten tuan  Pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5   Tahun  1986;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

I I I . KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH  DITERBITKAN  BERTENTANGAN 

DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN UNDANG 

UNDANG. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa,  gugatan  a  quo  adalah  d idasarkan  pada  keten tuan  

Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  

Hal  11 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Tahun  2004  yang   kami  kut i p  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huru f  a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huruf  b  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dengan  demik ian ,  gugatan  a  quo  t i dak  mempermasalahkan  

ten tang  subyek  pajak ,  obyek  pajak  maupun  tunggakan  

pajak ,  yang  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Pajak  menuru t  

keten tuan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2003  ten tang  

Pengad i l an   Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  asas- asas  pemer iksaan  di  perad i l an  

ta ta  usaha  negara ,  te rdapa t  beberapa  kr i t e r i a  untuk  

mengukur  apakah  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  te l ah  

di te rb i t k an  secara  tepa t  atau  t i dak ,  d ian ta ranya  

menyangkut  syara t  fo rma l  prosedur  yang  te rka i t  dengan  

proses  pembuatan  keputusan  te rsebu t ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Maje l i s  Hakim Yang Terhomat ,  krono log i  penerb i t an  SKPKB 

yang  merupakan  Obyek  Gugatan  ada lah  didahu lu i  dengan  

di te rb i t k annya  Sura t  Per in tah  Pemer iksaan  Pajak  Nomor:  

PRIN- 007/WPJ.19 /BD.03 /2007  pada  tangga l  3  Oktober  2007  

oleh  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Waj ib  Pajak  Besar  Satu  (KPP 

WP Besar  Satu)  dengan  tu j uan  mengumpulkan  bukt i  

permulaan  adanya  t i ndak  pidana  perpa jakan  untuk  

kewaj i ban  pajak - pajak  negara  tahun  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  1  ayat  1 

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  123/PMK.03/2006  

tangga l  12  Ju l i  2006  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  

Menter i  Keuangan  Nomor  545/KMK.04 /2000  ten tang  Tata  

Cara  Pemer iksaan  Pajak  ( “Permenkeu  123/2006” ) ,  maka 

yang  dimaksud  dengan  pemer iksaan  ada lah  serangka ian  

keg ia tan  untuk  mencar i ,  mengumpulkan ,  mengolah  data  

dan/a tau  kete rangan  la i nnya  untuk  menguj i  kepatuhan  

pemenuhan  kewaj i ban  perpa jakan  dan  untuk  tu j uan  la i n  

da lam  rangka  melaksanakan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

11. Bahwa,  ruang  l i ngkup  pemer iksaan  pajak  sesua i  

Permenkeu  123/2006  pada  dasarnya  te rd i r i  dar i  2 (dua) ,  

ya i t u  ( i )  pemer i ksaan  lapangan  dan  pemer iksaan  kanto r .  

Hal  13 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sedangkan  jangka  waktu  pe laksanaan  pemer iksaan  

lapangan ,  sesua i  dengan  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor  SE-01/PJ .7 /2006  ten tang  Kebi j akan  Umum 

Pemer iksaan  Pajak  ( “SE- 01/2006” )  ada lah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.1 .  Pemer iksaan  Lengkap  (PL) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a . PL harus  dise lesa i kan  da lam jangka  waktu  2 (dua)  

bu lan ,  te rh i t ung  se jak  saat  Sura t  Pember i t ahuan  

Pemer iksaan  Pajak  di t e r ima  oleh  Waj ib  Pajak  dan  

dapat  d ipe rpan jang  pal i ng  lama  menjad i  8 

(de lapan)  bu lan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

b. PL yang  di l aksanakan  berdasarkan  ins t r u ks i  dar i  

Di rek tu r  Pemer iksaan ,  Peny id i kan  dan  Penag ihan  

Pajak  (D i rek tu r  P4)  harus  d ise lesa i kan  dengan  

memperhat i kan  jangka  waktu  sebaga imana  dimaksud  

dalam  ins t r u ks i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.2 . Pemer iksaan  Sederhana  Lapangan  (PSL) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. PSL  harus  dise lesa i kan  dalam  jangka  waktu  1 

(sa tu )  bu lan ,  te rh i t ung  se jak  saat  Sura t  

Disclaimer
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Pember i t ahuan  Pemer iksaan  Pajak  di te r ima  oleh  

Waj ib  Pajak  dan  dapat  d iperpan jang  pal i ng  lama 

menjad i  2  (dua)  bu lan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

b. PSL yang  di l aksanakan  berdasarkan  ins t r u ks i  dar i  

Di rek tu r  P4  harus  d ise lesa i kan  dengan  

memperhat i kan  jangka  waktu  sebaga imana  dimaksud  

dalam  ins t r u ks i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.3 . Pemer iksaan  Sederhana  Kanto r  (PSK) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.4 . PSK  harus  d ise lesa i kan  da lam  jangka  waktu  4 

(empat )  minggu,  te rh i t u ng  se jak  saat  Sura t  

Panggi l an  Pemer iksaan  dik i r imkan  kepada  Waj ib  

Pajak  dan dapat  d ipe rpan jang  pal i ng  lama menjad i  6 

(enam)  minggu;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.5 . Pemer iksaan  dengan  Korespondens i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemer iksaan  dengan  Korespondens i  harus  

dise lesa i kan  da lam jangka  waktu  4  (empat )  minggu,  

te rh i t u ng  se jak  saat  Sura t  Permin taan  Keterangan  

dalam  rangka  Pemer iksaan  dengan  Korespondens i  

d ik i r imkan  kepada  Waj ib  Pajak  dan  dapat  

Hal  15 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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diperpan jang  pa l i ng  lama  menjad i  6  (enam)  minggu;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  se la i n  jangka  waktu  pemer iksaan  yang  harus  

dipenuh i  o leh  Tergugat ,  maka  berdasarkan  keten tuan  yang  

te rmuat  da lam  Kebi j aksanaan  Pemer iksaan  Pajak  Sura t  

Edaran  Di r j en  Pajak  No.  SE-10/PJ .7 /2004  tangga l  12  

Desember  2004  ten tang  Kebi j akan  Pemer iksaan  Pajak  pada  

Bagian  V  huru f  b  disebu tkan  bahwa  semua  pemer iksaan  

dalam rangka  menguj i  kepatuhan  Waj ib  Pajak  harus  mela lu i  

proses  pembahasan  akh i r  d imula i  dengan  pember i t ahuan  

has i l  pemer i ksaan  sampai  dengan  perse tu j uan  atau  

penandatanganan  ber i t a  acara  has i l  pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Oleh  karenanya ,  Terguga t  berkewaj i ban  untuk  

menyelenggarakan  pembahasan  has i l  akh i r  pemer iksaan  

dengan  waj ib  pa jak ,  da lam hal  in i  Penggugat .  Merupakan  

fak ta  hukum bahwa sampai  dengan  saat  d ia j ukannya  gugatan  

a  quo,  Penggugat  t i dak  pernah  dia j ak  untuk  melakukan  

pembahasan  has i l  akh i r  pemer iksaan  pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Keten tuan  ten tang  has i l  pembahasan  akh i r  te r sebu t  

kembal i  d i t egaskan  dalam keten tuan  pada Bagian  VI I  angka  

7  SE-01/2006  dinya takan  bahwa  semua  has i l  pemer i ksaan  

dalam  rangka  menguj i  kepatuhan  pemenuhan  kewaj i ban  

perpa jakan  harus  diber i t a hukan  kepada  Waj ib  Pajak  secara  

te r t u l i s .  Merupakan  fak ta  hukum  pu la  bahwa  Penggugat  

t i dak  pernah  member i t ahukan  lapo ran  has i l  pemer i ksaan  

Disclaimer
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sebaga imana  dimaksud  dalam  atu ran  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Maje l i s  Hakim Yang Terhormat ,  bahwa Tergugat  sama seka l i  

t i dak  menja lankan  kewaj i ban  pembahasan  akh i r  yang  

mel iba t kan  Penggugat  maupun  Terguga t  t i dak  melaksanakan  

kewaj i ban  peng i r iman  laporan  has i l  pemer i ksaan  yang  

semesta inya  harus  di j a l ankan ,  namun  demik ian  secara  

t i ba - t i ba ,  Tergugat  te lah  menerb i t kan  SKPKB yang  menjad i  

Obyek  Gugatan     a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Berdasarkan  hal  te rsebu t ,  te rbuk t i  bahwa  prosedur  

pemer iksaan  pa jak  yang  te l ah  di l akukan  oleh  Tergugat  

te rhadap  di r i  Penggugat  sebaga i  dasar  penerb i t an  SKPKB 

te lah  di l aksanakan  dengan  t i dak  sesua i  keten tuan  

prosedur  dan hukum yang  ber laku .  Dengan demik ian ,  proses  

penerb i t an  SKPKB  te rsebu t  menjad i  cacat  hukum  dan  

se layaknya lah  untuk    d iba ta l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa,  prosedur  pembahasan  has i l  akh i r  dan laporan  has i l  

akh i r  pemer iksaan  pajak  memi l i k i  ar t i  pent i ng  bag i  

Penggugat ,  o leh  karena  berdasarkan  pembahasan  has i l  

akh i r  maupun  laporan  has i l  pemer iksaan  te rsebu t  maka 

Penggugat  seharusnya  memi l i k i  hak  untuk  mengetahu i  

temuan- temuan  pemer iksa  pajak  ser ta  mempero leh  

Hal  17 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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pen je lasannya  dan  Penggugat  memi l i k i  hak  untuk  mener ima  

atupun  membantah  has i l  pemer i ksaan  te rsebu t .  Hak 

Penggugat  te rsebu t  secara  nyata  te lah  dih i l a ngkan  oleh  

Tergugat  dengan  t i dak  melaksanakan  kewaj i bannya  sesua i  

prosedur  yang  dia tu r  te r sebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

18. Selan ju tnya  laporan  has i l  pemer i ksaan  pajak  (yang  akan  

memuat  temuan  dan  se lan ju tn ya  akan  di t i ndak l an j u t i  

dengan  dibua tnya  nota  pengh i t ungan)  merupakan  hal  yang  

sangat  pent i ng  karena  te rka i t  prosedur  penerb i t an  Sura t  

Kete tapan  Pajak .  Hal  te r sebu t  sesua i  keten tuan  Pasa l  4 

ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Keuangan Nomor  23/PMK.03/2008  

ten tang  Tata  Cara  Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  

( “Permenkeu  23/2008” )  d isebu tkan  bahwa  Sura t  Kete tapan  

Pajak  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  2  harus  

di t e rb i t k an  berdasarkan  nota  pengh i t ungan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  dalam  Pasal  4  ayat  (3 )  Permenkeu  23/2008  

dinya takan  bahwa “ Nota  Penghi t ungan  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (1 )  d ibua t  berdasarkan  laporan  atas  

has i l  Penel i t i a n ,  Pemer iksaan ,  Pemer iksaan  Ulang,  atau  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Sebaga imana  te lah  disampaikan  di  awal  gugatan  a  quo,  

bahwa  Sura t  Per in tah  Pemer iksaan  Pajak  d i t e r ima  o leh  

Penggugat  pada  tangga l  3  Oktober  2007,  sedangkan  SKPKB 
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yang  menjad i  Obyek Gugatan  d i t e r b i t k an  pada tangga l    28  

Oktober  2009.  Hal  in i  bera r t i  bahwa ( i )  te l ah  leb ih  dar i  

2  (dua)  tahun  jangka  waktu  pemer iksaannya ,  ha l  yang  

ber ten tangan  dengan  atu ran  ten tang  jangka  waktu  

sebaga imana  disebu t  da lam angka  11  dal i l  gugatan  a  quo  

dan  ( i i )  sampai  dengan  tangga l  28  Oktober  2009,  

Penggugat  t i dak  pernah  mener ima  Laporan  Hasi l  Akhi r  

Pemer iksaan ,  padaha l  penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  

harus  dibua t  berdasarkan  laporan  atas  has i l  pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

20. Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  berdasarkan  prosedur  yang  

ber laku  kembal i  d i t egaskan  bahwa penerb i t an  SKPKB yang  

menjad i  Obyek  Gugatan  te l ah  melanggar  keten tuan -

keten tuan  hukum  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  pada t i ngka t  proses  pembentukan  

Obyek  Gugatan  te rsebu t  juga  ber ten tangan  dengan  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  ( “AAUPB”) .  Bahwa 

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  b Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  d ia tu r  bahwa suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  d iguga t  untuk  dimohonkan  

pembata lannya  apab i l a  ber ten tangan  dengan  AAUPB.  

Sedangkan  yang  d imaksud  dengan  AAUPB  berdasarkan  

pen je lasan  Pasa l  53 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004 ada lah :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ yang  dimaksud  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

Hal  19 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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baik  ada lah  mel ipu t i  asas:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- kepast i an  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- te r t i b  penye lenggaraan  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- kepent i ngan  umum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- kete rbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- propors i ona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pro fes i ona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- akuntab i l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Keputusan  

Tergugat  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

dapat  d iba ta l kan  apab i l a  da lam  proses  penerb i t annya  

te rbuk t i  melanggar  sa lah  satu  dar i  Asas- Asas  Umum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Pemer in tahan  Yang  Baik ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Berdasarkan  keten tuan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Terguga t  da lam  proses  

penerb i t an  Keputusan  Tergugat  set i daknya  te l ah  melanggar  

asas  kaps t i an  hukum  dan  propors i ona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. bahwa  yang  d imaksud  dengan  asas  kepas t i an  hukum 

berdasarkan  penje lasan  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  28  

Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  Yang  Bers ih  

dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  Nepot i sme  dinya takan  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Yang  dimaksud  dengan  Asas  Kepast i an  Hukum adalah  asas  

dalam Negara  hukum yang  mengutamakan landsasan  pera tu ran  

perundang- undangan,  kepatuhan ,  dan kead i l an  dalam set i ap  

keb i j akan  Penye lenggaraan  Negara” ;   

25. Sedangkan  yang  d imaksud  dengan  asas  propors i ona l i t a s  

ada lah  merupakan  asas  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban  penye lenggaraan  negara  te rmasuk  dalam hal  in i  

ada lah  t i ndakan  yang  di l akukan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  SKPKB dan Sura t  Paksa;  - - - - - - - - - - - - - -

26. Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat ,  da lam  perkara  a  quo,  

Tergugat  te lah  melaksanakan  pemer iksaan  pajak  dengan  

t i dak  ber landasakan  atau  t i dak  mengiku t i  prosedur  yang  

Hal  21 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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ber laku ,  sebaga imana  te rbuk t i  bahwa  Penggugat  sama 

seka l i  t i dak  pernah  d i l i b a t kan  dalam  pembahasan  has i l  

akh i r  maupun  t i dak  di l aksanakannya  laporan  has i l  

pemer i ksaan .  Tindakan  te rsebu t  je l as  merupakan  bukt i  

pe langgaran  atas  asas  kepas t i an  hukum dalam pemer iksaan  

pajak  yang  semest i nya  d ipa tuh i  o leh  Tergugat  da lam 

rangka  penerb i t an  SKPKB  a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

27. Bahwa dengan  t i dak  di l aksanakannya  kewaj i ban  pembahasan  

has i l  akh i r  dan  penyampaian  lapo ran  has i l  akh i r  

pemer iksaan  maka  te rbuk t i  pu la  Tergugat  t i dak  

melaksanakan  kewaj i bannya  secara  propors i ona l  dengan  

menghi l angkan  hak- hak  Penggugat  sebaga imana  d i j amin  

haknya  berdasarkan  keten tuan  hukum  yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  maka t i ndakan  Tergugat  da lam 

mengeluarkan  SKPKB (su ra t  keputusan  pajak  kurang  bayar )  

dan  Sura t  Paksa  te l ah  te rbuk t i  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

ber ten tangan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik ,  yang  

mengak iba t kan  Keputusan  Terguga t  te rsebu t  caca t  hukum 

dan  se layaknya lah  untuk  diba ta l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Sebaga i  konsekuens i  SKPKB  (su ra t  keputusan  pajak  kurang  

bayar )  merupakan  produk  Tata  Usaha  Negara  yang  cacat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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hukum,  maka  Sura t  Paksa  yang  juga  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  sebaga i  bag ian  dar i  pe laksanaan  SKPKB ada lah  

merupakan  produk  Tata  Usaha Negara  yang  cacat  hukum pula  

dan  sudah  se layaknya lah  untuk  diba ta l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV .  TENTANG  KERUGIAN  PENGGUGAT. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Terb i t nya  Keputusan  Tergugat  te lah  menimbulkan  kerug ian  

bag i  Penggugat ,  karena  Penggugat  d iwa j i b kan  untuk  

membayar  tunggakan  pajak  berupa  pembayaran  se jumlah  

uang,  yang  j i k a  d i j umlah  dar i  se lu ruh  SKPKB te rsebu t  

akan  ber j umlah  Rp.  364.608 .857 .304  ( t i ga  ra tus  enam 

puluh  empat  mi l i a r  enam ra tus  delapan  ju ta  de lapan  

ra tus  l ima  puluh  tu j uh  r ibu  t i ga  ra tus  empat  rup iah )  

sebaga imana  dimaksud  da lam  SKPKB yang  menjad i  Obyek  

Gugatan    a  quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.  TENTANG  UNSUR  MENDESAK. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

30. Bahwa  karena  Keputusan  Tergugat  yang  menjad i  Obyek  

Gugatan  te lah  menetapkan  jumlah  pembayaran  dan  bahkan  

te rdapa t  jangka  waktu  pembayaran  yang  dapat  d i i ku t i  

dengan  t i ndakan- t i ndakan  la i n  dar i  Tergugat  yang  secara  

nyata  akan  membawa dampak  yang  lua r  b iasa  negat i f  bag i  

Hal  23 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Penggugat  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

30.1 Potens i  d i l akukannya  upaya  paksa  te rhadap  

Penggugat  untuk  memenuhi  se jumlah  

pembayaran  dengan  jangka  waktu  yang  te lah  

pula  di ten tukan  oleh  Tergugat  tanpa  

adanya  kesempatan  bag i  Penggugat  untuk  

membela  haknya  berdasarkan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

30.2 Potens i  d i l akukannya  t i ndakan  pe lunasan  

utang  pa jak  dengan  cara  mengusu lkan  

pencegahan,  melaksanakan  peny i t aan ,  

melaksanakan  penyanderaan ,  menjua l  barang  

yang  te l ah  dis i t a  yang  se ja t i n ya  j i ka  

ha l - ha l  te rsebu t  d i l aksanakan  oleh  

Tergugat  maka  akan  menimbulkan  kerug ian  

yang  besar  yang  t i dak  hanya  akan  

te rbebankan  kepada  Penggugat  namun 

te rhadap  perseorangan  yang  dalam hal  in i  

ya i t u  pengurus  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

maka  unsur  keadaan  mendesak  sebaga imana  dipe rsya ra t kan  

dalam  keten tuan  pasa l  67  ayat  (2 ) ,  (3 )  dan  ayat  (4 )  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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huru f  a  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  mengatur  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  menimbulkan  

kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan  te lah  te rpenuh i ;  

- - - - -

VI .  TENTANG  PERMOHONAN  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bahwa menginga t  unsur  keadaan  mendesak  te lah  te rpenuh i ,  

maka Penggugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  a 

quo  agar  menangguhkan  dan   menunda  pelaksanaan  atas :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Masa Pajak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t  Paksa  nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  25 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t  Paksa  nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa Paja k 

Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t  Paksa  nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  

1999;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  nomor :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  

Fina l  Masa Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  

1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sampai  dengan  dipe ro l ehnya  putusan  pengad i l an  yang  

mempunya i  kekuatan  hukum  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  dasar - dasar  sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  

Penggugat  mohon k i ranya  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  a quo  

untuk  member i kan  putusan ,  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mengabulkan  Permohonan  Penangguhan  Pelaksanaan  dan  

menyatakan  :  - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Hal  27 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasal  21  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009 atas  Pajak  Penghas i l an  

Badan  Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28 

Oktober  2009 atas  Pajak  Penghas i l an  

Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa Pajak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  

1999;   - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

Hal  29 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

d i t angguhkan  pelaksanaan  t i ndakan  hukum  admin is t r a s i  

leb ih  lan ju t  sampai  dengan  te rdapa t  putusan  pengad i l an  

yang  mempunya i  kekuatan  hukum  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ;  - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  atas :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  

28  Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  

Pasa l  21  Masa  Pajak  Januar i  sampai  

dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasal  23  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasal  26  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

Hal  31 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa 

Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  

28  Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  

Pasa l  21  Masa  Pajak  Januar i  sampai  

dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

Hal  33 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasal  4  ayat  (2 )  Fina l  

Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan  

para  pihak  te lah  datang  menghadap  dipe rs i dangan ,  Penggugat  

diwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya  bernama  1.  L indu  Dwi  Purnomo,  

SH. ,  2.  Eresend i  Winahar ta ,  SH.  dan  3.  Rio  Kurn ia  Maesa,  SH.  

M.H. ,  sedang  Tergugat  d iwak i l i   o leh  Kuasanya               1.  

R.  Fendy  Dharma Saput ra ,  SH.  LL.M.  2.  Abdon  B.  Si tumorang ,  

SH.  3.  Dewi  Sulaksmin i j a t i ,  SH.  M.Kn,  4.  Her l i n  Sul i sm iya r t i ,  

SH.  5.  Dyah Wulandar i ,  SH.LL.M.  6.  Igna t i u s  Joko  Tr ian to ,  SE.  

7.  Har i  Agus  Santoso ,  SE.  M.Hum.  

8.  Bawadi ,  SH.M.Hum.  9.  Poppy  Dwipusp i t a    Wardhan i ,  SH.  10.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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R.  Ajeng  Kus Andr i yan i ,  SH.  11.  Ni  Wayan Sukar i n i ,  S.Mn.   12.  

Wasto ,  SE.  13.  Ade Selv i a  Permana  Put r i ,  SH.   14.  Fernandes  

Adhi t ya  Halomoan,  SH.  15.  Nasru l  Af fand i ,  SH.  16.  Dian  Rivea  

Mahardh ika ,  SH.  17.  Onie  Setyawan.  18.  I r f an  Dwisaput ra .  19.  

Nyi  Ratu  Nadhia  Oktar i na ,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  06  Apr i l  

2010,  dengan  mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam 

perkara  a  quo  menuru t  Penggugat  sebaga imana  

diu ra i kan  dalam  gugatan  halaman  2  angka  

romawi  I  ada lah  :  - - - - - -

A. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Masa  pa jak  Januar i  

s .d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Hal  35 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  pa jak  Januar i  

s .d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa  pa jak  Januar i  

s .d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4. Surat  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  4 (2 )  Fina l  masa pajak  Januar i  s.d .  

Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Sura t  Paksa  (SP)  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00137/WPJ.19 /KP.01 .04 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Sura t  Paksa  Nomor  :   SP-00139/WPJ.19 /KP.01 .04 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00138/WPJ.19 /KP.01 .04 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00140/WPJ.19 /KP.01 .04 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00136/WPJ.19 /KP.01 .04 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l -

da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  

tegas  o leh  Tergugat  dan  te rhadap  da l i l - da l i l  yang  

dinya takan  oleh  Penggugat  te rsebu t ,  dapat  Tergugat  ber i kan  

tanggapan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  37 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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A. TENTANG  KOMPETENSI  ABSOLUT.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  memer iksa ,  

mengadi l i  dan memutus  perkara  a quo  karena  ob jek  gugatan  

a  quo  ada lah  sengketa  pajak  yang  merupakan  kewenangan  

Pengad i l an  Pajak ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penerb i t an  SKPKB dan  upaya  hukum te rhadap  penerb i t an  

SKPKB.   Bahwa penerb i t an  SKPKB oleh  Tergugat  merupakan  

t i ndakan  hukum Tergugat  da lam  menja lankan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  13  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun 1994;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Da lam  jangka  waktu  sepu luh  tahun  sesudah  saat  

te ru tangnya  pajak ,  atau  berakh i r nya  Masa Pajak  Bagian  

Pajak  atau  Tahun  Pajak ,  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  dapat  

menerb i t kan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  da lam 

hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

a. Apabi l a  berdasarkan  has i l  pemer iksaan  

atau  kete rangan  la i n  pa jak  yang  

te ru tang  t i dak  atau  kurang  dibayar ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. ………………………... ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. …………………………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. ………………………dst;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  penerb i t an  SKPKB  te rsebu t ,  Undang-

Undang  te l ah  menjamin  hak  Waj ib  Pajak  untuk  melakukan  

upaya  hukum,  yang  dapat  Tergugat  ura i kan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Atas  sengketa  mater i  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) .  Waj ib  Pajak  in  casu  Penggugat  dapat  mengajukan  

kebera tan  kepada   Di rek tu r  Jendera l  pa jak  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  ta ta  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  

sebaga i     ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  39 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  25  ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Waj ib  Pajak  dapat  mengajukan  kebera tan  hanya  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  atas  sesuatu  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

b. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Tambahan;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Kete tapan  Pajak  Nih i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

d. Sura t  Kete tapan  Pajak  Leb ih  

Bayar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

e. Pemotongan  atau  Pemungutan  

Pajak  o leh  pihak  ket i ga  

berdasarkan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2) .   Berdasarkan  keten tuan  di  atas  je l as l ah  

bahwa  te rhadap  ke l ima  SKPKB yang  menjad i  objek  

gugatan  a  quo  dapat  d ia j ukan  Kebera tan  hanya  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) .  Bahwa apab i l a  waj ib  Pajak  masih  be lum puas  

dengan  has i l  Keputusan  Kebera tan  yang  

di te rb i t k an  o leh  Di rek tu r  Jendera l  Pajak ,  maka 

Waj ib  Pajak  masih  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  

upaya  hukum  Banding  atas  Keputusan  Kebera tan  

hanya  ke  Pengadi l an  Pajak  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  27  ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Waj ib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  band ing  

hanya  kepada  badan  perad i l an  pa jak  atas  Sura t  

Keputusan  Kebera tan  sebaga imana  d imaksud  da lam 

Pasal  26 ayat  (1 ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) . Hal  in i  se ja l an  dengan  keten tuan  Pasa l  1 

angka  6  dan  Pasa l  31  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  

Hal  41 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak  yang  mengatu r  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - -

Pasal  1  angka  6  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Banding  ada lah  upaya  hukum yang  dapat  d i l akukan  

oleh  waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  te rhadap  

suatu  keputusan  yang  dapat  d ia jukan  Banding ,  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan  yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  31  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Pengad i l an  Pajak   mempunya i  

tugas  dan  wewenang  memer iksa  

dan  memutus  Sengketa  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengad i l an  Pajak  da lam  hal  

Banding  hanya  memer iksa  dan 

memutus  Sengketa  atas  

Keputusan  Kebera tan ,  kecua l i  

d i t en tukan  la i n  oleh  

pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5) . Bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  

atas ,  te rhadap  keputusan  atas  kebera tan  yang  

dia jukan  te rhadap  SKPKB hanya  dapat  d ia j ukan  

band ing  ke  Pengad i l an  pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) . Bahwa apab i l a  Waj ib  Pajak  in  casu  Penggugat  

masih  be lum puas  dengan   has i l  Keputusan  Banding  

Pengad i l an  Pajak ,  Waj ib  Pajak  masih  dapat  

mengajukan  upaya  hukum  lua r  biasa  ya i t u  

penga juan  permohonan  Penin jauan  Kembal i  ke  

Mahkamah Agung sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  77 

ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  

ten tang  Pengad i l an  Pajak  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  77  ayat  (3 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Pihak- pihak  yang  

bersengke ta  dapat  mengajukan  

Penin jauan  Kembal i  atas  

Putusan  Pengadi l an  Pajak  

kepada  Mahkamah  Agung;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  43 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

7) . Dengan  demik ian  berdasarkan  keten tuan -

keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  apab i l a  Waj ib  Pajak  

in  casu  Penggugat  kebera tan  atas  penerb i t an  

SKPKB,  Undang- Undang te lah  mengatu r  secara  je l as  

dan  tegas  suatu  rangka ian  upaya  hukum  ya i t u  

kebera tan ,  band ing ,  dan  pen in jauan  kembal i  ke  

Mahkamah  Agung.  Oleh  karena  i t u  penga juan  

gugatan  te rhadap  objek  gugatan  berupa  SKPKB ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  je l as  sangat  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan  sudah  seharusnya  dinya takan  

t i dak  di te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b. Atas  Sengketa  Prosedura l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

1) .  Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

pajak  atas   penerb i t an  SKPKB yang  t i dak  sesua i  

dengan  prosedur  atau  ta ta  cara  yang  te lah  dia tu r  

da lam  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan  yang  ber laku ,  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Undang- undang  Nomor  6 Tahun 1983 ten tang  Keten tuan  

Umum dan  ta ta  cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009,  sebaga i  ber i ku t  :  - -

Pasal  23  ayat  (2 )  huru f  d  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Gugatan  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  te rhadap  

;  - - - - - - - - - - - - - -

a. ………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. ………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . ………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Penerb i t an  sura t  kete tapan  pa jak  atau  sura t  

keputusan  kebera tan  yang  da lam  penerb i t annya  

t i dak  sesua i  dengan  prosedur  atau  ta ta  cara  

yang  te l ah  dia tu r  da lam  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  hanya  dapat  

d ia j ukan  kepada  badan  perad i l an  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) . Bahwa  keten tuan  te rsebu t  se ja l an  dengan  

keten tuan  Pasa l  1  angka  7  Undang- Undang  Nomor  14 

Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak  yang  mengatu r  

sebaga i  ber i ku t  :  

Hal  45 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  7 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  ada lah  upaya  hukum  yang  di l akukan  oleh  

Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  te rhadap  

pelaksanaan  pa jak  atau  te rhadap  keputusan  yang  

dapat  d ia jukan  gugatan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) . Bahwa  berdasarkan  keten tuan  d i  atas ,  upaya  

hukum  te rhadap  SKPKB  yang  penerb i t annya  t i dak  

sesua i  dengan  prosedur  atau  ta ta  cara  yang  te l ah  

dia tu r  dalam  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  perpa jakan  adalah  dengan  mengajukan  

gugatan  hanya  kepada  badan  perad i l an  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) . Bahwa apab i l a  Waj ib  pa jak  in  casu  Penggugat  

masih  be lum puas  dengan  has i l  putusan  atas  gugatan  

di  Pengad i l an  Pajak ,  Waj ib  pa jak  berhak  mengajukan  

upaya  hukum lua r  biasa  ya i t u  penga juan  permohonan  

Penin jauan  Kembal i  ke  Mahkamah  Agung  sebaga imana  

dia tu r  da lam Pasa l  77 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  

14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak  yang  te lah  

Tergugat  ura i kan  di  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - -  

5) .  Dengan  demik ian  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  d i  atas ,  te rhadap  SKPKB  yang  

penerb i t annya  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  atau  

ta ta  cara  yang  te l ah  dia tu r  da lam  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan ,  Undang-

Undang te l ah  mengatu r  secara  je l as  dan tegas  suatu  

rangka ian  upaya  hukum  ya i t u  gugatan  kepada  

Pengad i l an  Pajak  dan  pen in jauan  kembal i  kepada  

Mahkamah Agung.  Oleh  karena  i t u  penga juan  gugatan  

te rhadap  objek  gugatan  berupa  SKPKB ke  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  je l as  sangat  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

sudah  seharusnya  dinya takan  t i dak  di te r ima  (N ie t  

Ontvankeke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2.  Penerb i t an  Sura t  Paksa  (SP)  dan  upaya  hukum 

te rhadap  Sura t  Paksa  (SP) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  berdasarkan  Pasa l  1  angka  12  Undang-

Undang  Nomor  19  Tahun  1994  ten tang  Penag ihan  Pajak  

dengan  Sura t  Paksa  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000,  Sura t  Paksa  

ada lah  sura t  per in t ah  membayar  utang  pajak  dan biaya  

penag ihan  pa jak ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

b. Bahwa penerb i t an  Sura t  Paksa  (SP)  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas ,  merupakan  t i ndakan  hukum  da lam 

menja lankan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  8  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1997  ten tang  

Penagihan  Pajak  dengan  Sura t  Paksa  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Sura t  Paksa  di te rb i t k an  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penanggung  Pajak  t i dak  melunas i  utang  pa jak  dan  

kepadanya  te l ah  di te rb i t k an  Sura t  Teguran  atau  

Sura t  Per inga tan  atau  sura t  la i n  yang  se jen i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

b. Terhadap  Penanggung  Pajak  te l ah  di l aksanakan  

penag ihan  seket i ka  dan  seka l i gus  atau  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Penanggung  Pajak  t i dak  memenuhi  keten tuan  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  keputusan  

perse tu j uan  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  

pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2) Sura t  Teguran ,  sura t  per inga tan  atau  sura t  la i n  

yang  se jen i s  d i t e r b i t k an   apab i l a   Penanggung  

Pajak  t i dak  melunas i  utang  pajak  sampai  dengan  

tangga l  ja tuh  tempo  pembayaran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  7  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  19  Tahun  1994  ten tang  Penag ihan  Pajak  

dengan  Sura t  Paksa  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000  beser ta  

pen je lasannya  dia tu r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Sura t  Paksa  berkepa la  kata - kata  “DEMI  

KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,  

mempunyai  kekuatan  ekseku to r i a l  dan  kedudukan  

hukum yang  sama  dengan  putusan  pengad i l an  yang  

te l ah  mempunya i  kekuatan  hukum    te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  7  ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Agar  te rcapa i  efek t i f i t a s  dan  ef i s i ens i  penag ihan  

pajak  yang  didasar i  Sura t  Paksa,  keten tuan  in i  

member i  kekuatan  ekseku to r i a l  ser ta  member i  

kedudukan  hukum yang  sama dengan  groose  akte  ya i t u  

putusan  pengad i l an  perda ta  yang  te lah  mempunyai  
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kekuatan  hukum ta tap .  Dengan  demik ian ,  Sura t  Paksa  

langsung  dapat  d i l aksanakan  tanpa  bantuan  putusan  

pengad i l an  la i nnya  dan t i dak  dapat  d ia j ukan  band ing ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa dengan  demik ian  te rhadap  penerb i t an  

Sura t  Paksa  (SP)  t i dak  dapat  d ia jukan  

band ing  kepada  Pengad i l an  Pajak ,  namun 

demik ian  te rhadap  pelaksanaan  Sura t  Paksa  

Undang- Undang   menjamin  hak  bag i  

Penanggung   Pajak  untuk  melakukan    upaya  

hukum yang  dia tu r  da lam Pasa l  23  ayat  (2 )  

huru f  a  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

ten tang  Keten tuan  Umum  dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Unang  Nomor  16 

Tahun  2009  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  23  ayat  (2 )  huru f  a.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Gugatan  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  te rhadap  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pelaksanaan  Sura t  Paksa,  Sura t  Per in t ah  Melaksanakan  

Peny i taan ,  atau  Pengumuman  le l ang  hanya  dapat  

Disclaimer
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dia jukan  kepada  badan  perad i l a n  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Bahwa  keten tuan  te rsebu t  se ja l an  dengan  

keten tuan  Pasal  1  angka  7  Undang- Undang 

Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengadi l an  

Pajak  yang  mengatur  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  7  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  ada lah  upaya  hukum yang  dapat  d i l akukan  oleh  

Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  pa jak  te rhadap  

pelaksanaan  penag ihan  pajak  atau  te rhadap  keputusan  

yang  dapat  d ia j ukan  gugatan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa  apab i l a  Waj ib  Pajak  in  casu  

Penggugat  masih  be lum  puas  dengan  has i l  

putusan  atas  gugatan  di  Pengad i l an  Pajak ,  

Waj ib  Pajak  berhak  mengajukan  upaya  hukum 

lua r  b iasa  ya i t u  penga juan  permohonan  

Penin jauan  Kembal i  ke  Mahkamah  Agung 

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  77 ayat  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  
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Pengad i l an  Pajak  yang  te lah  Tergugat  

ura i kan  di  atas ;  - - - - - - - - - - - -

g. Dengan  demik ian  berdasarkan  keten tuan -

keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  te rhadap  Sura t  

Paksa,  Undang- Undang te lah  mengatu r  secara  

je l as  dan  tegas  suatu  rangka ian  upaya  

hukum  ya i t u  gugatan  kepada  Pengad i l an  

pajak  dan  penin jauan  kembal i  kepada  

Mahkamah Agung.  Oleh  karena  i t u  penga juan  

gugatan  te rhadap  objek  gugatan  berupa  

Sura t  Paksa  (SP)  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  je l as  sangat  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan  sudah  seharusnya  d inya takan  t i dak  

di te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Objek  gugatan  a  quo merupakan  Kompetensi  Pengadi lan  

Pajak .  - - - - - - -

a.  Bahwa  Pengadi l an  Pajak  ada lah  badan  perad i l an  

yang  berwenang  memer iksa  dan  memutus  sengketa  pajak ,  

sebaga imana  dia tu r  da lam Undang- Undang Nomor  14 Tahun  

2002  ten tang  Pengad i l an  pa jak ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengad i l an  Pajak  ada lah  badan/perad i l a n  yang  

melaksanakan  kekuasaan  kehak iman  bag i  Waj ib  Pajak  

atau  Penanggung  Pajak  yang  mencar i  kead i l an  te rhadap  

sengketa  pajak ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  2  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Pajak  ada lah  badan  perad i l an  pa jak  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  tahun  2000,  

dan  merupakan  Badan  Perad i l an  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  1970  ten tang  

Keten tuan- keten tuan  Pokok  Kekuasaan  Kehak iman  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  :  35  Tahun  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pasa l  31  ayat  (1 ) ,  ayat  (2 ) ,  dan  ayat  (3 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Pengad i l an  pajak  mempunyai  tugas  dan  

wewenang  memer iksa  dan  memutus  sengketa  

pajak ;  

Hal  53 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2) Pengad i l an  Pajak  dalam  hal  Banding  hanya  

memer iksa  dan  memutus  sengketa  atas  

keputusan  Kebera tan ,  kecua l i  d i t en tukan  

la i n  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Pengad i l an  Pajak  dalam  hal  gugatan  

memer iksa  dan  memutus  sengketa  atas  

pelaksanaan  penag ihan  pajak  atau  keputusan  

pembetu lan  atau  keputusan  la i nnya  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  23  ayat  

(2 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te lah  diubah  

beberapa  ka l i  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang Nomor  16 Tahun  2000   dan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  yang  

ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bahwa  yang  dimaksud  sengketa  pajak  d i  atu r  da lam 

keten tuan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal  1  Angka  5  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Sengketa   Pajak  adalah  sengketa  yang  t imbu l  da lam 

bidang  perpa jakan  anta ra  waj ib  pa jak  atau  penanggung  

pajak  dengan  pejaba t  yang  berwenang  sebaga i  ak iba t  

d ike lua rkannya  keputusan  yang  dapat  d ia jukan  band ing  

atau  Gugatan  kepada  pengad i l an  pajak  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan ,  te rmasuk  

Gugatan  atas  pelaksanaan  penag ihan  berdasarkan  undang-

undang  penag ihan  pajak  dengan  sura t  paksa” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  di  atas ,  keputusan  

yang  dapat  d ia jukan  band ing  atau  gugatan  kepada  

Pengad i l an  pa jak  anta ra  la i n  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Keputusan  Kebera tan  atas  

penerb i t an  SKPKB  sesua i  

keten tuan  Pasa l  27  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  6  tahun  

1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang 

Nomor 16 Tahun 2009;  - - - - - -

Hal  55 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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2. SKPKB  yang  dalam 

penerb i t annya  t i dak  sesua i  

dengan  prosedur  atau  ta ta  

cara  yang  te l ah  dia tu r  da lam 

keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  

sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  23  ayat  (2 )  huru f  d 

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun 

1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  

te rakh i r   dengan  Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2009;  

- - - - -

3. Pelaksanaan  Sura t  Paksa  (SP)  

sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  23  ayat  (2 )  huru f  a 

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun 

1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang 

Nomor 16 Tahun 2009;  - - - - - -

d. Bahwa  oleh  karena  te rhadap  SKPKB  dapat  d ia jukan  

band ing  atau  gugatan ,  dan  te rhadap  Pelaksanaan  Sura t  

Paksa  dapat  d ia j ukan  gugatan  kepada  Badan  Perad i l an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Pajak ,  maka  atas  SKPKB dan  Pelaksanaan  Sura t  Paksa  

merupakan  sengketa  pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e . Bahwa sebaga imana  d ia tu r  da lam  Pasa l  2  Undang- Undang  

Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak  beser ta  

pen je lasannya ,  Pengad i l an  Pajak  merupakan  badan  

perad i l an  pajak ,  se lan ju t nya  berdasarkan  Pasa l  31  

Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  

Pajak ,  tugas  dan  wewenang  untuk  memer iksa  dan  memutus  

sengketa  pajak  merupakan  tugas  dan wewenang Pengad i l an  

pajak ;  - - - - - - -

f . Bahwa mengenai  keberadaan  pengad i l an  pajak  sangat l ah  

tegas  pula  dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Pasal  9  A  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

“D i l i n g kungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  

d iben tuk  pengad i l an  khusus  yang  dia tu r  dengan  undang-

undang” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  pasa l  9A  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  57 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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- - -

“Pengad i l an  khusus  merupakan  defe rens ias i  l i ngkungan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  misa lnya  pengad i l an  

pajak ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa  se la i n  i t u ,  Pengad i l an  Pajak  merupakan  

kekhususan  dar i  Perad i l an   Tata  Usaha  Negara  yang  

dia tu r  secara  je l as  da lam Undang- Undang Nomor  48 Tahun  

2009 ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  25  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Badan  perad i l an  yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung  

mel ipu t i  badan  perad i l an  dalam  l i ngkungan  perad i l an  

umum, perad i l an  agama,  perad i l an  mi l i t e r  dan perad i l an  

Tata  Usaha Negara” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  27  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pengad i l an  khusus  hanya  dapat  d iben tuk  dalam  sa lah  

satu  l i ngkungan  perad i l an  yang  berada  di  bawah 

Mahkamah Agung  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasal  25” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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Penje lasan  Pasal  27  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“Yang  dimaksud  dengan  “pengad i l an  khusus”  ada lah  

pengad i l an  anak,  pengad i l an  niaga ,  pengad i l an  hak  

asas i  manus ia ,  pengad i l an  t i ndak  pidana  korups i ,  

pengad i l an  hubungan  indus t r i a l  dan  pengad i l an  

per i kanan  yang  berada  di  bawah  l i ngkungan  perad i l an  

umum,  ser ta  pengad i l an  pa jak  di  l i ngkungan  perad i l an  

ta ta  usaha  negara ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Bahwa dengan  demik ian  berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  

atas  sangat l ah  je l as  dan berdasar  hukum bahwa sengke ta  

mengenai  mater i  pengh i t ungan  besarnya  utang  pa jak  

dalam SKPKB dapat  d ia j ukan  kebera tan  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  dan  band ing  kepada  Pengadi l an  Pajak ,  te rhadap  

prosedur  penerb i t an  SKPKB  dapat  d ia j ukan  gugatan  

kepada  Pengad i l an  Pajak  dan te rhadap  Pelaksanaan  Sura t  

Paksa  dapat  d ia j ukan  gugatan  kepada  Pengad i l an  Pajak ,  

maka sangat l ah  je l as  dan berdasar  hukum bahwa sengke ta  

te rhadap  objek  gugatan  berupa  SKPKB dan  Sura t  Paksa  

merupakan  sengketa  pajak ,  o leh  karena  i t u ,  berdasarkan  

kese lu ruhan  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  

ya i t u  Pasal  23,  Pasa l  25  ayat  (1 )  dan  Pasa l  27  ayat  

(1 )  Undang- Undang Nomor  6 Tahun 1983 ten tang  Keten tuan  

Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Jo.  

Pasal  1 angka  7,  Pasa l  1 angka  5,  Pasa l  2,  dan  Pasal  

Hal  59 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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31  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak  Jo.  Pasa l  9A ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Jo.  Pasa l  27 ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  48 Tahun 2009 ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  ada lah  

kewenangan  dar i  Pengadi l an  Pajak  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  sengketa  a  quo  dan  bukan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  je l as l ah  demi  kepas t i an  hukum dan  

tegaknya  kead i l an  yang   d idasar i  o leh  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang  digunakan  

dengan  tepa t  dan  benar ,  maka  sudah  seharusnya  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  menyatakan  

gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k e  

verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.TENTANG   GUGATAN  PENGGUGAT  PREMATUR. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  te r l a l u  din i  

(p rematu r )  dan  ber ten tangan  dengan  Pasa l  48  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  d iubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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2. Bahwa di  dalam Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

suatu  objek  gugatan  t i dak  dapat  d ia j ukan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebe lum  d i l akukannya  upaya  

admin is t r a t i f  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasal  48  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  d iubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  mengatu r  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  48  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Dalam hal  suatu  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  d iber i  wewenang 

oleh  atau  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  

sengketa  Tata  Usaha Negara  te r t en tu ,  

maka  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  harus  dise lesa i kan  mela lu i  

upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengad i l a n baru  berwenang  

memer iksa ,  memutuskan  dan 

menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  yang  dimaksud  

Hal  61 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam  ayat  (1 )  j i ka  se lu ruh  upaya  

admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  

te l ah  digunakan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. Bahwa  secara  je l as  dan  nyata  Tergugat  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  dibe r i  kewenangan  

untuk  menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  dib i dang  perpa jakan  (upaya  admin is t r a t i f )  

sebaga imana  dia tu r  da lam pasa l  25  ayat  (1 )  dan  Pasal  27  

ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16 Tahun  2009  

Jo.  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak  sebaga imana  te l ah  Tergugat  ura i kan  

sebe lumnya  d i  atas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.  Bahwa se la i n  kenten tuan  di  atas ,  te rhadap  objek  gugatan  

a quo ,  masih  te rdapa t  upaya  admin is t r a t i f  la i n  yang  dapat  

d ia jukan  oleh  Penggugat  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  36  

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  

sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pasal  36  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Di rek tu r  Jendera l  Pajak  karena  jaba tan  atau  atas  

permohonan  Waj ib  Pajak  dapat  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. ……………;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. ……………;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. ……………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Membata lkan  has i l  pemer i ksaan  pajak  atau  sura t  

kete tapan  pajak  dar i  has i l  pemer i ksaan  yang  

di l aksanakan  tanpa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penyampaian  sura t  

pember i t ahuan  has i l  

pemer i ksaan ;  atau ;  - - - - - - - -

2. Pembahasan  akh i r  has i l  

pemer i ksaan  dengan  Waj ib  

Pajak ;  - - - - - - - - - -

5.  Bahwa  hingga  saat  dokumen  jawaban  in i  d isampaikan ,  

berdasarkan  data  admin is t r a s i  Terguga t ,  Penggugat  be lum 

menggunakan  haknya  untuk  menempuh  upaya  admin is t r a t i f  

Hal  63 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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sebaga imana  dia tu r  tegas  dalam  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  sebag imana  Terguga t  ura i kan  di  atas ;  

- - - - - - - -

6.  Dengan  demik ian  je l as l ah  bahwa  berdasarkan  Pasal  48  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 sebaga imana  te lah  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Gugatan  yang  d ia j ukan  

Penggugat  te rbuk t i  prematur  seh ingga  sangat l ah  bera lasan  

dan  berdasar  hukum  apab i l a  Terguga t  memohon  kepada  

Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  

Prematur  seh ingga  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  

t i dak  berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo 

atau  set i daknya  menyatakan  bahwa gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k e  verk l aa rd )  dan  

memutusnya  te r l eb i h  dahu lu  pada  putusan  se la ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C.  EKSEPSI   LIT IS   PENDENTIS/Eksepsi  Sub- judice .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  nyata - nyata  

ada lah  masih  te rgan tung  (aanhang i ng)  karena  te rhadap  

objek  gugatan  yang  sama  dengan   ob jek  gugatan  a  quo 

pemer iksaannya  masih  ber langsung  atau  masih  ber j a l an  d i  

Pengad i l an  la i n  (under  jud i c i a l  cons ide ra t i o n ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa te rhadap  objek  gugatan  yang  sama dengan  objek  

gugatan  a  quo   ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a.  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  21  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  

1999  dalam  gugatan  Penggugat  Ref  No.  043/B IO-

MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  d i  Pengad i l an  Pajak  tangga l  4 

Desember  2009  dengan  Nomor  Agenda  SPB-7095;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  23  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  

1999  dalam  gugatan  Penggugat  Ref  No.  044/B IO-

MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  d i  Pengad i l an  Pajak  tangga l  4 

Desember  2009  dengan  Nomor  Agenda  SPB-7096;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  26  Masa Pajak  Januar i  s.d .  Desember  

1999  dalam  gugatan  Penggugat  Ref  No.  045/B IO-

MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  d i  Pengad i l an  Pajak  tangga l  4 

Desember  2009  dengan  Nomor  Agenda  SPB-7097;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999  dalam  gugatan  

Penggugat  Ref  No.  041/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4 Desember  2009  dengan  Nomor  

Hal  65 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda  SPB-7093;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  :  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l   28  Oktober  2009  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  4 ayat  (2 )  Fina l  Masa Pajak  Januar i  

s.d .  Desember  1999  dalam  gugatan  Penggugat  Ref  No.  

042/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  Pengad i l an  Pajak  

tangga l  4  Desember   2009   dengan  Nomor  Agenda  SPB-

7094;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

te l ah  dia jukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Pajak  oleh  Penggugat  

dan  sampai  saat  jawaban  in i  d isampaikan  proses  

penye lesa i an  sengketa  te rhadap  ob jek  sengketa  te rsebu t  

masih  ber langsung  dan  be lum  dipu tus  oleh  Pengadi l an  

Pajak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  secara  je l as  dan  nyata  

mater i  gugatan  atas  objek  sengketa  

a quo  yang  sedang  d ia j ukan  gugatan  

ke  Pengadi l an  Pajak  memuat  alasan  

yang  sama  dengan  gugatan  yang  

dia j ukan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  ya i t u  gugatan  te rhadap  

penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  yang  t i dak  sesua i  

dengan  prosedur  yang  ber l aku  ya i t u  

anta ra  la i n  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Jangka  waktu  pemer iksaan  leb ih  dar i  dua  tahun  (v i de  

halaman  4  Sura t  Gugatan  Penggugat  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  Pengad i l an  Pajak ) ;  - - - - -

b. Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  sesua i  

dengan  Kaidah  Pedoman  Pemer iksaan  yang  dia tu r  da lam 

Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor:  545/KMK.04/2000  

(v i de  halaman 4 Sura t  Gugatan  Penggugat  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  Pengad i l an  Pajak ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Tidak  adanya  laporan  sete lah  te rb i t n ya  Sura t  Per in t ah  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Nomor  :  PRIN-

007/WPJ.19 /BD.03 /2007  tangga l  3  Oktober  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. Bahwa  dengan  dia j ukannya  gugatan  

te rhadap  objek  gugatan  yang  sama 

kepada  dua  lembaga  perad i l an  

menunjukan  adanya  i t i k ad  t i dak  

baik  Waj ib  Pajak  in  casu  Penggugat  

untuk  menunda  kewaj i bannya  

membayar  pa jak  kepada  negara  

dengan  cara  memanfaatkan  hukum 

yang  hanya  akan  member ikan  

keuntungan  pr ibad i  sa ja  bukan  

untuk  menegakkan  kead i l an  yang  

berdasar  hukum;  

Hal  67 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -  

5. Bahwa  dengan  demik ian ,  demi  

kepast i an  hukum  dan  untuk  

menghindar i  d ispar i t a s  putusan  

Pengad i l an ,  maka  sangat l ah  

bera lasan  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  

quo  menyatakan  t i dak  berwenang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  

quo  atau  set i daknya  menyatakan  

bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ( Nie t  

Ontvantke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

DALAM  PENUNDAAN .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  kebera tan  dengan  Penetapan  Nomor  :  

193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  Maret  2010  yang  mngabulkan  

permohonan  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  atas  ke l ima  

SKPKB dan  Sura t  Paksa  yang  menjad i  ob jek  gugatan      a quo 

sampai  dengan  adanya  putusan  pengad i l an  yang  berkekua tan  

hukum  te tap ,  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1. Bahwa  mengenai  permohonan  penundaan/penangguhan  

pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  secara  tegas  

dia tu r  dalam  Pasa l  67  ayat  4  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Permohonan  penundaan  sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  (2 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Dapat  dikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  

Penggugat  sangat  d i rug i kan  j i k a  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d iguga t  i t u  te tap  di l aksanakan ;  - - - - - -

b. Tidak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  umum dalam 

rangka  pembangunan  mengharuskan  di l aksanakannya  

keputusan  te rsebu t ;  - - - - - - - - -

Bahwa pa jak  mempunyai  peranan  yang  sangat  pent i ng  da lam 

keh idupan  bernegara ,  khususnya  di  da lam  pelaksanaan  

pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  

negara  untuk  membiaya i  semua  penge luaran  te rmasuk  

penge lua ran  pembangunan.  Hasi l  dar i  pungutan  pajak  

dipe rgunakan  untuk  membiaya i  penge luaran  pemer in tah  baik  

penge lua ran  ru t i n  maupun  penge luaran  pembangunan,  yang  

ber tu j uan  bagi  perwu judan  kemakmuran  rakya t .  Pengenaan  

pajak  di l akukan  dalam rangka  mendorong  par t i s i p a s i  set i ap  

Hal  69 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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warga  negara  untuk  iku t  membiaya i  pembangunan  mela lu i  

pembayaran    pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  SKPKB dan  Sura t  

Paksa  (SP)  yang  menjad i  sengketa  a  quo  ten tu  sa ja  dapat  

menghambat  pembangunan  karena  seyogyanya  has i l  dar i  

pungutan  pajak  yang  menjad i  sengketa  a quo  dapat  d igunakan  

untuk  kepent i ngan  pembangunan  Bangsa  Indones ia  yang  

ber tu j uan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakya t  te rmasuk  

pengurus  Penggugat  sebaga i  bag ian  dar i  rakya t  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  je l as l ah  pungutan  pajak  dipe rgunakan  untuk  

pembangunan  bag i  kepent i ngan  se lu ruh  rakya t  Indones ia  

te rmasuk  Penggugat  send i r i .  Oleh  karena   i t u ,  Penetapan  

Nomor  :  193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  Maret  2010  yang  

mengabulkan  permohonan  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menajd i  sengketa  a  quo 

sampai  berkekua tan  hukum  te tap  ada lah  ke l i r u  karena  t i dak  

sesua i  dengan  alasan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  67  

ayat  (4 )  huru f  b Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sangat l ah  t i dak  berdasar  da l i l  Penggugat  pada  

romawi  V.  Tentang  unsur  mendesak  angka  30  halaman  9  

sura t  gugatan  sebaga imana  d i t egaskan  lag i  pada  halaman  

4  penetapan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  

maret  2010  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Keputusan  Tergugat  yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  

secara  nyata  akan  membawa dampak  lua r  b iasa  negat i f  bag i  

Penggugat  anta ra  la i n  :  - - - - - - - - - - - - - - - -

• Potens i  d i l akukannya  upaya  paksa  te rhadap  Penggugat  

untuk  memenuhi  se jumlah  pembayaran  da lam  jangka  waktu  

yang  te l ah  di ten tukan  pula ;  - - - - - -

• Potens i  d i l akukannya  t i ndakan  pelunasan  utang  pajak  

dengan  cara  megusulkan  pencegahan,  melaksanakan  

peny i t aan ,  melaksanakan  penyanderaan ,  menjua l  barang  

yang  te lah  dis i t a  yang  se ja t i n ya  j i k a  ha l - ha l  te rsebu t  

d i l aksanakan  oleh  Tergugat  maka  akan  menimbulkan  

kerug ian  yang  besar  yang  t i dak  hanya  akan  te rbebankan  

kepada  Penggugat  namun te rhadap  perseorangan  yang  dalam 

hal  in i  ya i t u  pengurus  Penggugat ” ;  - - - - -

Bahwa  da l i l  te rsebu t  ada lah  dal i l  yang  mengada- ada  dan  

bukan  alasan  yang  tepa t  untuk  mengabu lkan  permohonan  

penundaan  Penggugat .  Bahwa dal i l  yang  d isampaikan  te rsebu t  

t i dak  dapat  menunjukan  alasan  yang  mendesak  yang  akan  

merug ikan  Penggugat  mela inkan  hanya  da l i l - da l i l  semata  

tanpa  dasar  hukum yang  kuat  sebaga i  a lasan  Penggugat  untuk  

menunda  kewaj i ban  perpa jakannya  kepada  negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa seanda inyapun ,  Gugatan  Waj ib  Pajak  d ikabu l kan  oleh  

Maje l i s  Hakim  dan  SKPKB dan  Sura t  Paksa  (SP)  diba ta l kan  

atau  d inya takan  bata l  berdasarkan  putusan  Pengad i l an  yang  

Hal  71 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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berwenang  dan  berkekua tan  hukum te tap  maka te rhadap  waj ib  

pa jak  yang  melakukan  pembayaran  pa jak  berdasarkan  SKPKB 

te rsebu t  atau  te rhadapnya  di l akukan  upaya  paksa,  akan  

mempero leh  imba lan  bunga  sebesar  2% dar i  pembayaran  yang  

te lah  di l akukan  berdasarkan  keten tuan  dalam Pasa l  27A ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  

Umum dan  ta ta  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  beberapa  

ka l i  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2009  yang  mengatu r  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  27A  ayat  (1 )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Apabi l a  penga juan  kebera tan ,  permohonan  band ing ,  atau  

permohonan  pen in jauan  kembal i  d ikabu l kan  sebag ian  atau  

se lu ruhnya ,  se lama  pa jak  yang  masih  harus  dibayar  

sebaga imana  dimaksud  dalam Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar ,  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  

Sura t  Kete tapan  Pajak  Nih i l ,  dan  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Leb ih  Bayar  yang  dibayar  menyebabkan  ke leb ihan  

pembayaran  pajak ,  ke leb ihan  pembayaran  dimaksud  

dikembal i kan  dengan  di tambah  imba lan  bunga  sebesar  2% 

(dua  persen)  per  bu lan  untuk  pa la i ng  lama 24 (dua  pu luh  

empat )  bu lan  dengan  kete tapan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Untuk  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  dan  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  d ih i t ung  se jak  

Disclaimer
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tangga l  pembayaran  yang  menyebabkan  ke leb ihan  

pembayaran  pajak  sampai  dengan  d i t e r b i t k annya  Sura t  

Keputusan  Kebera tan ,  Putusan  Banding ,  atau  Putusan  

Penin jauan  Kembal i ;  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Untuk  Sura t  Kete tapan  Pajak  Nih i l  dan Sura t  Kete tapan  

Pajak  Leb ih  Bayar  dih i t ung  se jak  tangga l  penerb i t an  

sura t  kete tapan  pajak  sampai  dengan  di te rb i t k annya  

Sura t  Keputusan  Kebera tan ,  Putusan  Banding ,  atau  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1a) .  Imba lan  bungan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

juga  dibe r i kan  atas   Sura t  Keputusan  Pembetu lan ,  Sura t  

Keputusan  Pengurangan  Kete tapan  Pajak ,  atau  Sura t  

Keputusan  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  dikabu l kan  

sebaga in  atau  se lu ruhnya  menyebabkan  ke leb ihan  

pembayaran  pajak  dengan  keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Untuk  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  dan  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan dih i t ung  se jak  

tangga l  pembayaran  yang  menyebabkan  ke leb ihan  

pembayaran  pajak  sampai  dengan  d i t e r b i t k annya  Sura t  

Keputusan  Pembetu lan ,  Sura t  Keputusan  Pengurangan  

Kete tapan  Pajak ,  atau  Sura t  Keputusan  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  73 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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b.  Untuk  Sura t  Kete tapan  Pajak  Nih i l  dan  Sura t  

kete tapan  Pajak  Leb ih  bayar  dih i t ung  se jak  tangga l  

penerb i t an  sura t  kete tapan  pajak  sampai  dengan  

di t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Pembetu lan ,  Sura t  

Keputusan  Pengurangan  Kete tapan  Pajak ,  atau  Sura t  

Keputusan  Pembata lan  Kete tapan  Pajak ,  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

c . Untuk  Sura t  Tagihan  Pajak  dih i t ung  se jak  tangga l  

pembayaran  yang  menyebabkan  ke leb ihan  pembayaran  

pajak  sampai  dengan  d i t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

Pembetu lan ,  Sura t  Keputusan  Pengurangan  Kete tapan  

Pajak ,  atau  Sura t  Keputusan  Pembata lan  Kete tapan  

Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Imba lan  bunga  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  juga  

dibe r i kan  atas  pembayaran  leb ih  sanks i  admin is t r a s i  

berupa  denda  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  14  ayat  

(4 )  dan/a tau  bunga  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  19  

ayat  (1 )  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Pengurangan  Sanks i  

Admin is t r a s i  atau  Sura t  Keputusan  Penghapusan  Sanks i  

Admin is t r a s i  sebaga i  ak iba t  d i te rb i t k an  Sura t  Keputusan  

Kebera tan ,  Putusan  Banding ,  atau  Putusan  Penin jauan  

Kembal i  yang  mengabu lkan  sebag ian  atau  se lu ruh  

permohonan  Waj ib  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Bahwa  mengenai  kewaj i ban  pengurus  Penggugat  untuk  

ber tanggung  jawab  secara  pr ibad i  dan/a tau  secara  ren teng  

atas  pembayaran  pajak  te ru tang  d ia tu r  da lam  Pasa l  32  

Undang- Undang Nomor  6 Tahun 1983 ten tang  Keten tuan  Umum dan  

Tata  Cara  Perpa jakan  sebag imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - -

Pasa l  32  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dalam  menja lankan  hak  dan  kewaj i ban  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan ,  Waj ib  

Pajak  diwak i l i  dalam hal  :   - - - - - - - - - - - -

a. Badan  oleh  pengurus ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

b. Badan  yang  d inya takan  pai l i t  o leh  kura to r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Badan  dalam  pembubaran  oleh  orang  atau  badan  yang  

di t ugas i  untuk  melakukan  pemberesan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

d. Badan  dalam  l i k u i das i  o leh  l i ku i da t o r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Suatu  war i san  yang  be lum  te rbag i  o leh  sa lah  seorang  

ahl i  war i snya ,  pe laksana  wasia tnya  atau  yang  mengurus  

har ta  pen ingga lannya ,  atau ;  - - -

Hal  75 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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f . Anak  yang  belum  dewasa  atau  orang  yang  berada  dalam 

pengampuan  o leh  wal i  atau  pengampunya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2) Waki l  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

ber tanggung jawab  secara  pr ibad i  dan/a tau  secara  ren teng  

atas  pembayaran  pajak  yang  te ru tang ,  kecua l i  apab i l a  

dapat  membukt i kan  dan  meyak inkan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

bahwa  mereka  dalam  kedudukannya  benar - benar  t i dak  

mungk in  untuk  dibeban i  tanggung  jawab  atas  pajak  yang  

te ru tang  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  i t u ,  sangat l ah  t i dak  re levan  apab i l a  

Penggugat  menjad ikan  pengurus  Penggugat  sebaga i  a lasan  atau  

dasar  d ia jukannya  permohonan  penundaan  Penggugat  karena  

dalam perkara  a quo  menginga t  berdasarkan  Pasal  32 Undang-

Undang  Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  

Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang Nomor  16 Tahun 2009,  pengurus  

merupakan  waki l  dar i  Waj ib  Pajak  badan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Tergugat  kebera tan  atas  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  Hakim  pada  halaman  9  Penetapan  Nomor  :  

193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  Maret  2010,  yang  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te l ah  dis impu lkan  adanya  

keadaan  medesak,  dan  untuk  menghindar i  t imbu lnya  kerug ian  

yang  dapat  d ide r i t a  Penggugat  ak iba t  pe laksanaan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  objek  gugatan  yang  tengah  diu j i  

keabsahannya  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  demik ian  pu la  

da lam kasus  in i  juga  te rnya ta  t i dak  langsung  te rka i t  dengan  

kepent i ngan  umum dalam rangka  pembangunan  yang  mengharuskan  

di l aksanakannya  keputusan  te rsebu t ,  maka  te rhadap  

permohonan  penundaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  menuru t  rasa  kead i l an  patu t  untuk  

dikabu l kan  sampai  ada  putusan  yang  mempunaya i  kekuatan  

hukum te tap  te rhadap  pokok  perkaranya  kecua l i  ada penetapan  

la i n  di  kemudian  har i ;  - - - - - - - - -

Bahwa  alasan  adanya  keadaan  mendesak  yang  menimbulkan  

kerug ian  yang  dikemukakan  dalam  prmohonan  

penundaan/penangguhan  pelaksanaan  SKPKB dan  SP sebaga imana  

yang  dipe rsya ra t kan  dalam Pasa l  67 ayat  (4 )  huru f  a Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  

dengan  Undang- undang  Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  t i dak  te rpenuh i  karena  alasan  yang  

dikemukakan  Penggugat  ada lah  sangat  prematu r  menginga t  

be lum ada  upaya  paksa  apapun  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

seh ingga  adanya  keadaan  mendesak  t i dak  te rbuk t i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  seper t i  Tergugat  ura i kan  angka   1  ha laman  11,  

penundaan/penangguhan  pe laksanaan  SKPKB dan  Sura t   Paksa  

(SP)  yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  ten tu  sa ja  dapat  

Hal  77 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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menghambat  kepent i ngan  yang  leb ih  besar  dar i  pada  

kepent i ngan  yang  dida la i l k an  oleh  Penggugat  ya i t u  

kepent i ngan  pembangunan  bangsa  Indones ia  yang  ber tu j uan  

untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakya t  te rmasuk  pengurus  

Penggugat  sebaga i  bag ian  dar i  rakya t  Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

Bahwa berdasarkan  Pasa l  67  ayat  (4 )  huru f  b  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun 1986 sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dan  menginga t  dar i  fak ta  dan  alasan  yang  

dikemukakan  Penggugat  t i dak  te rbuk t i  secara  sah  dan  

meyak inkan  adanya  kepent i ngan  yang  mendesak,  maka  sudah  

seharusnya  permohonan  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  

SKPKB dan  SP yang  dia jukan  Penggugat  di t o l a k  oleh  Maje l i s  

Hakim;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  i t u ,  atas  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  

SKPKB dan Sura t  Paksa  (SP)  yang  menjad i  ob jek  gugatan  a quo  

yang  te l ah  dikabu l kan  oleh  Maje l i s  Hakim mela lu i  Penetapan  

Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  Maret  2010,  p ihak  

yang  di rug i kan  atas  dikabu l kannya  permohonan  

penundaan/penangguhan  pe laksanaan  SKPKB dan  Sura t  Paksa  

jus t r u  Penggugat  send i r i  karena  jumlah  yang  harus  d ibayar  

oleh  Penggugat  akan  semakin  ber tambah  dengan  adanya  denda  

kete r l ambatan  pembayaran  dan  bunga  penag ihan  yang  t imbu l  

ak iba t  kete r l ambatan  te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  kenyataannya  Waj ib  Pajak  te l ah  melakukan  

Disclaimer
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penyeto ran  sebag ian  dar i  utang  pajak  yang  te ru tang  

berdasarkan  SKPKB yang  menjad i  ob jek  gugatan .  Hal  in i  

menunjukkan  adanya  ket i dakkons i s t enan  Penggugat  dengan  

adanya  permohonan  penundaan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Bahwa dengan  demik ian  sangat l ah  je l as  bahwa Penggugat  

t i dak  dapat  menunjukan  alasan  yang  sangat  mendesak  

yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  

merug ikan  dan  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pasa l  67 ayat  (4 )     huru f  a Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

seh ingga  permohonan  penundaan  te rsebu t  seharusnya  

di to l ak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  se la i n  i t u  secara  tegas  dalam  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku  

ya i t u  Pasal  41  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  

2000  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  19  

Tahun  1997  ten tang  Penagihan  Pajak  dengan  Sura t  Paksa  

yang  mengatu r  sebaga i  ber i ku t  :  

Pasa l  41  ayat  (3 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Gugatan  sebaga imana  d imaksud  dalam Pasa l  34 ayat  (3 )  dan  

dalam  Pasa l  37  ayat  (1 )  t i dak  menunda  pelaksanaan  
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penag ihan  pajak ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  37  ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Gugatan  Penangguhan  Pajak  te rhadap  pe laksanaan  Sura t  

Paksa,  Sura t  Per in t ah  Melaksanakan  Peny i t aan  atau  

Pengumuman  Lelang  hanya  dapat  d ia j ukan  kepada  Badan  

Perad i l an  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa keten tuan  te rsebu t  d i  atas  se ja l an  dengan  asas  

yang  dianu t  da lam Hukum Acara  di  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ya i t u  asas  Presumpt io  jus tae  causa  yang  dalam 

Hukum Admin is t r a s i  Negara  maksudnya  ada lah  bahwa suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  harus  se la l u  d ianggap  

benar  dan  dapat  d i l aksanakan ,  sepan jang  Hakim  be lum 

membukt i kan  seba l i k nya .  (ha laman  1  angka  4  buku  

Tuntunan  Prak t i k  beracara  d i  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  penu l i s   Soemaryono,  SH. ,  dan  Anna  Er l i y ana ,  

SH. ,  MH.,  Penerb i t                    PT.  Pr imamedia  

Pustaka ,  Jakar ta  1999) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  dengan  demik ian  semakin  meyak inkan  te rbuk t i  

t i dak  te rdapa t  a lasan  yang  mendesak  yang  mengak iba tkan  

kerug ian  te rhadap  Penggugat  dan  penundaan/penangguhan  

pelaksanaan  SKPKB dan  Sura t  Paksa  (SP)  yang  menjad i  

sengketa  a quo ten tu  sa ja  dapat  menghambat  pembangunan  

karena  seyogyanya  has i l  dar i  pungutan  pa jak  yang  
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menjad i  sengketa  a  quo  dapat  d igunakan  untuk  

kepent i ngan  pembangunan  bangsa  Indones ia  yang  

ber tu j uan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakya t  te rmasuk  

pengurus  Penggugat  sebaga i  bag ian  dar i  rakya t  

Indones ia  sebaga i  kepent i ngan  yang  leb ih  besar  dan  

leb ih  mendesak;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  gugatan  a  quo  yang  dia j ukan  

oleh  Penggugat  je l as  dan  berdasar  hukum  t i dakdapa t  

menunda  di l aksanakannya  Keputusan  Tergugat ,  o leh  

karena  i t u  kami  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  agar  mencabut  dan  membata lkan  Penetapan  

Nomor  :  193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  maret  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1. Bahwa sega la  sesuatu  yang  dikemukakan  dalam Ekseps i  d i  

atas  dianggap  te rmasuk  pula  da lam  pokok  perkara  in i ,  

dan  se lan ju t nya  Tergugat  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  yang  diaku i  

kebenarannya  secara  tegas  oleh  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  sama  seka l i  t i dak  benar  ser ta  t i dak  berdasar  
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dal i l  Penggugat  pada  but i r  6  ha laman  4  dalam 

gugatannya  yang  menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Gugatan  a  quo  didasarkan  pada  keten tuan  Pasa l  53  ayat  

(2 )  huru f  a dan     huru f  b Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004 ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huru f  a  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  yang  diguga t  i t u  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa mengenai  penerb i t an  SKPKB dalam  objek  gugatan  a  

quo  dapat  Tergugat  je l askan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ke l ima  Sura t  Kete tapan  pajak  Kurang  bayar  (SKPKB)  

yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  merupakan  t i ndakan  hukum 

Penggugat  da lam menja lankan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  perpa jakan  ya i t u  :   - - - - - -

Pasa l  13 ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1994;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

“Da lam jangka  waktu  sepu luh  tahun  sesudah  saat  te ru tangnya  

pajak ,  atau  berakh i r nya  Masa pajak ,  Bagian  Pajak  atau  Tahun  

Pajak ,  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  dapat  menerb i t k an  Sura t  
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Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  da lam  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Apabi l a  berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  atau  kete rangan  

la i n  pa jak  yang  te ru tang  t i dak  atau  kurang  dibayar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  Peraatu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  PER-

5/P1/2009  ten tang  Prosedur  Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  

Pajak ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) “Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  di te rb i t k an  

berdasarkan  :  - - - - - - - - - - - - -

a. Hasi l  pene l i t i a n  te rhadap  kete rangan  la i n  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  13  ayat  (1 )  

Undang- Undang KUP;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. …..  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Dst . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Keterangan  la i n  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

huru f  a te rmasuk  ;  
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a. Risa lah  mengenai  data  perpa jakan  te rka i t  dengan  

Waj ib  Pajak  yang  t i dak  menyampaikan  Sura t  

Pember i t ahuan  da lam  jangka  waktu  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3 )  Undang- Undang  KUP 

dan  sete lah  di tegu r  secara  te r t u l i s  Sura t  

Pember i t ahuan  t i dak  d isampaikan  pada  waktunya  

sebaga imana  di ten tukan  da lam  sura t  Teguran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Risa lah  mengenai  temuan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

te rka i t  dengan  pembuatan  laporan  sumi r  da lam  hal  

berdasarkan  has i l  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  t i dak  

di t emukan  adanya  ind i kas i  t i ndak  pidana  di  b idang  

perpa jakan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

c . ………; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Dst ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  202/PMK.03 /2007  

tangga l  28  Desember  2007  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  

Bukt i  Permulaan  Tindak  Pidana  Perpa jakn ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Pasal  12.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pemer i ksaan   Bukt i  Permulaan  di t i n dak l an j u t i  dengan  

t i ndakan  peny id i kan  atau  t i ndakan  la i nnya ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  13  huru f  d.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pembuatan  Laporan  Sumir  apab i l a  t i dak  di temukan  adanya  

ind i kas i  t i ndak  pidana  di  b idang  perpa jakan ,  Waj ib  Pajak  

yang  di l akukan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  t i dak  

di temukan,  Waj ib  Pajak  orang  pr ibad i  yang  d i l akukan  

pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  meningga l  dun ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  13  guru f  e  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Meng i r imkan  r i sa l ah  mengenai  temuan  Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  te rka i t  dengan  pembuatan  laporan  sumi r  

sebaga imana  dimaksud  pada  huru f  d  da lam  hal  te rdapa t  

pa jak  yang  te ru tang ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  PER-47/PJ /2009  

tangga l  1  September  2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Bukt i  Permulaan  te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  Diduga  

Hal  85 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Melakukan  Tindak  Pidanan  di  Bidang  Perpa jakan ;  -

Pasal  15  ayat  (5 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Da lam  hal  keputusan  t i ndak  lan ju t  yang  diambi l  berupa  

pembuatan  laporan  sumi r  karena  di  da lam Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  t i dak  di temukan  adanya  ind i kas i  t i ndak  pidana  

di  b idang  perpa jakan ,  namun te rdapa t  pa jak  yang  te ru tang  

maka  Pemer iksa  Bukt i  Permulaan  membuat  r i sa l ah  temuan  

kepada  kanto r  Pelayanan  Pajak  tempat  Waj ib  Pajak  

te rda f t a r ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  15  ayat  (8 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“R isa lah  temuan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (5 )  dan  

ayat  (7 )  merupakan  kete rangan  la i n  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  7  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  80  

Tahun  2007  ten tang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan  

Kewaj iban  Perpa jakan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum  dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pemer iksaan  pajak  yang  di l akukan  te rhadap  Penggugat  

merupakan  pemer iksaan  bukt i  permulaan  yang  dalam 

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  202/PMK.03/2007  tangga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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28  Desember  2007  ten tang  Tata  Cara   Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  Tindak  Pidana  Perpa jakan  (PMK- 202/2007)  dan  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  PER-47/PJ /2009  

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  d iduga  Melakukan  Tindak  Pidana  

di  Bidang  Perpa jakan  (Per - 47/2009) ;  -

Bahwa  dasar  hukum yang  digunakan  oleh  Penggugat  ya i t u  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  123/PMK.03/2006  tangga l  

12  Ju l i  2006  ten tang  Perubahan  atas   Keputusan  Menter i  

Keuangan  Nomor:  545/KMK.04 /2000  ten tang  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Pajak ,  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor:  SE-01/PJ .7 /2006  ten tang  Kebi j akan  Umum Pemer iksaan  

Pajak  dan  Sura t  Edaran  Di r j en  Pajak  Nomor:  SE-

10/PJ .7 /2004  tangga l  12  Desember  2004  ten tang  Kebi j akan  

Pemer iksaan  Pajak  ada lah  dasar  hukum yang  kurang  tepa t  

karena  dasar  hukum in i  d igunakan  untuk  pemer iksaan  biasa  

dan  bukan  pemer iksaan  bukt i  permulaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  krono log i s  pemer iksaan  te rhadap  Penggugat  sampai  

te rb i t n ya  SKPKB dan  Sura t  Paksa  dapat  Terguga t  je l askan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Per in t ah  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Nomor:  PRIN-

007/WPJ.19 /BD.03 /2007  tangga l  3  Oktober  2007  te rb i t  

berdasarkan  has i l  ana l i s i s  In fo rmas i ,  Data ,  Laporan  dan 

Pengaduan  ( IDLP)  dan  di t i ndak l an j u t i  dengan  Ins t r uks i  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Nomor  SR-163/PJ .0531 /2007  

Hal  87 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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tangga l  27  September  2007  sebaga imana  dia tu r  dalam Pasa l  

3 Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  123/PMK.03 /2006  Jo.  

Pasal  3  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  PER-

47/PJ /2009 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Laporan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Nomor  :  

LPBP- 002/WPJ.19 /2009  tangga l  27  Oktober  2009  dis impu lkan  

bahwa  pemer iksaan  bukt i  permulaan  te rhadap  Penggugat  

t i dak  d i t emukan  adanya  ind i kas i  t i ndak  pidana  seh ingga  

pemer iksaan  bukt i  permulaan  te rhadap  Penggugat  diusu l kan  

untuk  d ihen t i k an  dan  di t i ndak l an j u t i  dengan  melakukan  

pene l i t i a n  leb ih  lan ju t  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  

13  huru f  d  dan  e  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  

123/PMK.03/2006  Jo.  Pasal  15  ayat  (5 )  dan  ayat  (8 )  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak   Nomor  :  PER-47/PJ /2009  

JO.  Pasa l  3  ayat  (1 )  huru f  a  dan  ayat  (2 )  huru f  b 

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak    Nomor  :   Per-

5/PJ /2009  ten tang  Prosedur  Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  

Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndak  lan ju t  dar i  pene l i t i a n  te rsebu t ,  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

pada tangga l  28 Oktober  2009.  Oleh  karena  Penggugat  be lum 

melunas i  utang  pajak  da lam jangka  waktu  yang  dia tu r  da lam 

keten tuan  perundang- undangan,  maka  Tergugat  menerb i t kan  

Sura t  Paksa  yang  didahu lu i  dengan  penyampaian  Sura t  

Teguran  kepada  Penggugat ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

Bahwa  dengan  demik ian  je l as l ah  bahwa  dal i l  Penggugat  

te l ah  membuat  penafs i r an  mengenai  dasar  hukum pemeiksaan  

bukt i  permulaan  yang  t i dak  berdasar  hukum,  seh ingga  

te rbuk t i  bahwa  dal i l  Penggugat  ada lah  mengada- ada  dan  

t i dak  berdasar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa da l i l  Gugatan  Penggugat  pada  halaman  4  angka  6 

yang      menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Dengan  demik ian ,  gugatan  a  quo  t i dak  mempermasa lahkan  

ten tang  sub jek  pajak ,  maupun  tunggakan  pajak ,  yang  

menjad i  kewenangan  Perad i l an  Pajak  menuru t  keten tuan  

Undang- Undang  Nomor:  14  Tahun  2003  ten tang  Pengad i l an  

Pajak ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adalah  dal i l  yang  sangat  ke l i r u  dan  menyesatkan  karena  

je l as - je l as  Penggugat  dida lam  Pet i t um  Gugatannya  

menyatakan  meminta  kepada  Maje l i s  Hakim untuk  membata lkan  

objek  gugatan  berupa  SKPKB  dan  Sura t  Paksa  yang  

dida lamnya  memuat  mengena i  sub jek  pa jak ,  ob jek  pajak ,  

maupun  tunggakan  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  89 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - -

Bahwa  dar i  gugatan  Penggugat  te rsebu t  je l as  upaya  

Penggugat  untuk  mengaburkan  permasa lahan  sebenarnya  

dengan  tu juan  untuk  membata lkan  SKPKB dan  Sura t  Paksa  

(SP)  yang  bera r t i  permasa lahan  sebenarnya  ada lah  adanya  

utang  pa jak  yang  merupakan  kewaj i ban  perpa jakannnya  

kepada  negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa seanda inya  ( quad  non)  te r j ad i  kesa lahan  prosedur ,  

apakah  dengan  adanya  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

in i  yang  membata lkan  SKPKB dan  Sura t  Paksa,  prosedur  

te rsebu t  dapat  d i t empuh  ulang  berdasarkan  Putusan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  SKPKB ser ta  Sura t  Paksa  

(SP)  dapat  kembal i  d i t e rb i t k an  menginga t  te rdapa t  

keten tuan  mengenai  da luwarsa  penerb i t an  SKPKB;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  sama  seka l i  t i dak  benar  ser ta  t i dak  berdasar  

da l i l  Penggugat  pada bar i s  keempat  sampai  dengan  keenam 

halaman  9  dalam  gugatannya  yang  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Sebaga i  konsekwens i  SKPKB merupakan  produk  Tata  Usaha 

Negara  yang  cacat  hukum maka Sura t  Paksa  yang  d i t e r b i t k an  

oleh  Tergugat  sebaga i  bag ian  dar i  pe laksanaan  SKPKB 

ada lah  merupakan  produk  Tata  Usaha  Negara  yang  cacat  

hukum pula  dan sudah  se layaknya  untuk  d iba ta l kan ” ;  - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa seper t i  Terguga t  je l askan  penerb i t an  ke l ima  SKPKB 

yang  menjad i  ob jek  gugatan   a quo ada lah  has i l  pene l i t i a n  

te rhadap  kete rangan  la i n  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  

13  ayat  (1 )  Undang- Undang  KUP Jo.  Pasa l  15  ayat  (5 )  dan  

ayat  (8 )   Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  Per -

47/2009  Jo.  Pasal  3  ayat  (1 )  huru f  a dan ayat  (2 )  huru f  

b  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  Per - 5/PJ /2009  

ten tang  Prosedur  Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak .  Hasi l  

pene l i t i a n  in i  d ipe ro l eh  dar i  r i sa l ah  mengenai  temuan  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  dan  berdasarkan  has i l  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  t i dak  di t emukan  adanya  

ind i kas i  t i ndak  pidana  di  b idang  perpa jakan .  Di  da lam 

pene l i t i a n ,  t i dak  ada  kewaj i ban  untuk  melakukan  

pembahasan  has i l  akh i r  pemer iksaan  pajak  dan  

pember i t ahuan  laporan  has i l  pemer i ksaan .  Kewaj iban  untuk  

melakukan  pembahasan  has i l  akh i r  pemer iksaan   pa jak  hanya  

te rdapa t  pada  pemer iksaan  biasa  dan  bukan  te rhadap  has i l  

pene l i t i a n ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

Selan ju t nya ,  mengena i  atu ran  mengenai  penerb i t an  Sura t  

Paksa  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  9 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  6 Tahun 1983  ten tang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang nomor  16 Tahun 2009;  

Hal  91 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Sura t  Tagihan  Pajak ,  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar ,  

ser ta  Sura t  Kete r t apan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  

Sura t  Keputusan  Kebera tan ,  Sura t  Keputusan  Pembetu lan ,  

Putusan  Banding ,  ser ta  Putusan  Penin jauan  Kembal i ,  yang  

menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  ber tambah,  

harus  d i l unas i  da lam  jangka  waktu  1  (sa tu )  bu lan  se jak  

tangga l  d i te rb i t k an ;  - - -

Pasal  5  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

561/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  

Seket i ka  Seka l i gus  dan  Pelaksanaan  Sura t  Paksa;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  5.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tindakan  pelaksanaan  Penag ihan  Pajak  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  4  diawa l i  dengan  penerb i t an  Sura t  Teguran ,  

Sura t  Per inga tan  atau  sura t  la i n  yang  se jen i s  oleh  

Pejaba t  atau  kuasa  yang  di tun j uk  oleh  Pejaba t  te rsebu t  

sete lah  7 ( tu j uh )  har i  se jak  saat  ja tuh  tempo pembayaran ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Pasal  6.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  jumlah  utang  pajak  yang  masih  harus  dibayar  t i dak  

di l unas i  o leh  Penanggung  Pajak  sete lah  lewat  waktu  21  

Disclaimer
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(dua  puluh  satu )  har i  se jak  d i t e r b i t k annya  Sura t  Teguran ,  

Pejaba t  segera  menerb i t kan  Sura t  Paksa;  - - - - - -

Bahwa SKPKB yang  menjad i  sengke ta  a quo  di te rb i t k an  pada  

tangga l  28  Oktober  2009.  Atas  peneb i t an  SKPKB te rsebu t ,  

Penggugat  be lum melunas i  utang  pajak  da lam jangka  waktu  1 

(sa tu )  bu lan  sebaga imana  dia tu r  o leh  Pasa l  9  ayat  (3 )  

Undang- Undang  KUP  seh ingga  Tergugat  menindak lan j u t i  

dengan  menerb i t kan  Sura t  Teguran  tangga l  7 Desember  2009  

dan  Sura t  Paksa  tangga l  28  Desember  2009.  Dengan  

demik ian ,  atu ran  mengenai  jangka  waktu  penerb i t an  Sura t  

paksa  sudah  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  je l as l ah  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ke l ima  SKPKB dan  Sura t  Paksa  yang  menjad i  

ob jek  gugatan  a  quo  merupakan  t i ndakan  yang  berdasar  

hukum  seh ingga  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  Sura t  

Paksa  merupakan  produk  Tata  Usaha Negara  yang  cacat  hukum 

merupakan  dal i l  yang  mengada- ada;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  sama  seka l i  t i dak  benar  ser ta  t i dak  berdasar  

da l i l  Penggugat  pada  but i r  13  dan  14  ha laman  6  dalam 

gugatannya  yang  pada  in t i n ya     menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  berdasarkan  Sura t  Edaran  Di r j en  Pajak  Nomor:  SE-

10/PJ .7 /2004  tangga l  12  Desember  2004  ten tang  Kebi j akan  

Hal  93 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Pemer iksaan  Pajak  pada  Bagian  V huru f  b,  merupakan  fak ta  

hukum  bahwa  sampai  dengan  dia j ukannya  gugatan  a  quo,  

Penggugat  t i dak  pernah  dia jak  untuk  melakukan  pembahasan  

has i l  akh i r  pemer iksaan  pajak  dan  d ibe r i t a hukan  laporan  

has i l  pemer i ksaan” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  kel ima  SKPKB yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  

Tergugat  d i t e rb i t k an  berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  

te rhadap  kete rangan  la i n  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  

13  ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  1994  Jo.  Pasal  

15  ayat  (5 )  dan  ayat  (8 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor:  Per- 47/PJ /2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  

diduga  Melakukan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpa jakan  Jo.  

Pasal  3  ayat  (1 )  huru f  a  dan  ayat  (2 )  huru f  b  Pasal  3 

ayat  (1 )  huru f  a dan ayat  (2 )  huru f  b Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:  PER- 5/PJ /2009  ten tang  Prosedur  

Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  sebaga imana  te rsebu t  d i  

atas  seh ingga  atas  has i l  pene l i t i a n  te rsebu t  t i dak  ada  

kewaj i ban  untuk  melakukan  pembahasan  has i l  akh i r  

pemer iksaan  pajak  dan  pember i t ahuan  laporan  has i l  

pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. Bahwa  sama seka l i  t i dak  benar  ser ta   t i dak  berdasar  

Disclaimer
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dal i l  Penggugat  pada  but i r  19   ha laman  7  dalam 

gugatannya  yang  menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Ha l  in i  berar t i  te lah  leb ih  dar i  2  (dua)  tahun  jangka  

waktu  pemer iksaannya ,  ha l  yang  ber ten tangan  dengan  atu ran  

jangka  waktu  sebaga imana  d isebu t  da lam  angka11  dal i l  

gugatan  a  quo” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  pemer iksaan  bukt i  permulaan  te rsebu t ,  te l ah  

dia jukan  permohonan  perpan jangan  jangka  waktu  pemer iksaa ,  

anta ra  la i n  :  - - - - - - - - - - - - - -

a. Pada  tangga l  8  Februar i  2008  dengan  sura t  permohonan  

nomor  :  ND-29/WPJ.19 /BD.03 /2008 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

b. Pada  tangga l  7  Apr i l  2008  dengan  sura t  permohonan  

Nomor  :  S- 123/PJ .0532 /2008 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  Sura t  Per in tah  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

Nomor:  PRIN- 007/WPJ.19 /BD.03 /2007  tangga l  3  Oktober  

2007  te lah  dipe rpan jang  2  (dua)  ka l i  ya i t u  dengan  

mengeluarkan  sura t  tugas  penggant i an  yai tu  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) .   Sura t  Tugas  Penggant i an  Pemer iksaan  Bukt i  

Hal  95 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Permulaan  Nomor:  ST- 35/WPJ.19 /2008  tangga l  22  Ju l i  

2008;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) . Sura t  Tugas  Penggant i an  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

Nomor:  STP-PBP-01/WPJ.19 /BD.03 /2009  tangga l  10 

September  2009;  - - - - - - - -

Bahwa  per lu  dike tahu i ,  atu ran  mengena i  jangka  waktu  

yang  te rdapa t  da lam  poin t  11  Gugatan  ya i t u  Sura t  

Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  SE-01/PJ .7 /2006  

ten tang  Kebi j akan  Umum  Pemer iksaan  Pajak  t i dak  

menyebabkan  pembata lan  kewaj i ban  Penggugat  kepada  

Negara  yang  di tuangkan  da lam  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  (SKPKB)  menginga t  Sura t  Edaran  t i dak  

memi l i k i  kekuatan  mengika t  ke lua r .  Sura t  Edaran  ada lah  

pera tu ran  keb i j akan  yang  di tu j u kan  sebaga i  pedoman 

bag i  petugas  pajak  da lam  melaksanakan  tugasnya ,  dan  

bukan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  dapat  

d i j ad i kan  dasar  hukum bag i  Penggugat  untuk  menyatakan  

lewatnya  jangka  waktu  penerb i t an  SKPKB.  Mengenai  

jangka  waktu  penerb i t an  SKPKB te lah  dia tu r  secara  

tegas  dan  je l as  da lam Pasa l  13      ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  

Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1994;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa sama  seka l i  t i dak  benar  ser ta  t i dak  berdasar  

da l i l  Penggugat  pada  but i r  21  halaman  7  sampai  dengan  

but i r  28  dalam  gugatannya  yang  in t i n ya  menyatakan  :  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndakan  Tegugat  pada  proses  pembentukan  objek  

gugatan  te rsebu t  juga   ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  (AAUPB);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  te l ah  melaksanakan  pemer iksaan  pa jak  

dengan  t i dak  ber l andaskan  atau  t i dak  mengiku t i  prosedur  

yang  ber laku ,  sebaga imana  te rbuk t i  bahwa Penggugat  sama 

seka l i  t i dak  pernah  di l i b a t k an  dalam  pembahasan  has i l  

akh i r  maupun  t i dak  di l aksanakannya  laporan  has i l  

pemer i ksaan .  Tindakan  te rsebu t  je l as  merupakan  bukt i  

pe langgaran  atas  asas  kepas t i an  hukum dalam  pemer iksaan  

pajak  yang  semest i nya  dipa tuh i  o leh  Terguga t  da lam rangka  

penerb i t an  SKPKB a quo;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  t i dak  di l aksanakannya  kewaj i ban  pembahasan  

akh i r  dan  penyampaian  laporan  has i l  pemer i ksaan  maka 

te rbuk t i  pu la  Tergugat  t i dak  melaksanakan  kewaj i bannya  

secara  propos iona l  dengan  menghi l angkan  hak- hak  Penggugat  

sebaga imana  di j am in  haknya  berdasarkan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa seper t i  te lah  Tergugat  je l askan ,  t i ndakan  Tergugat  

menerb i t kan  SKPKB dan Sura t  Paksa  (SP)  merupakan  t i ndakan  

Tergugat  da lam menja lankan  keten tuan  pera tu ran  perundang-
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam  Pasa l  13  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1994  Jo.  Pasal  15  ayat  (5 )  

dan  ayat  (8 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  

PER-47/PJ /2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  

Bukt i  Permulaan  te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  Diduga  

Melakukan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpa jakan  Jo.  Pasa l  3  

ayat  (1 )  huru f  a  dan  ayat  (2 )  huru f  b  Pasa l  3  ayat  (1 )  

huru f  a dan  ayat  (2 )  huru f  b Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor:  PER-5/PJ /2009  ten tang  Prosedur  Penerb i t an  

Sura t  Kete tapan  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa SKPKB yang  menjad i  ob jek  gugatan  a  quo  merupakan  

produk  hukum dar i  pene l i t i a n .  Di  da lam  pene l i t i a n  t i dak  

ada  kewaj i ban  untuk  di l akukan  pembahasan  has i l  akh i r  

pemer iksaan  pajak  dan  pember i t ahuan  laporan  has i l  

pemer i ksaan  seh ingga  t i ndakan  Tergugat  da lam menja lankan  

keten tuan  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor:  PER-

47/PJ /2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  Diduga  Melakukan  

Tindak  Pidana  d i  Bidang  Perpa jakan  Jo.  Pasal  3  ayat  (1 )  

huru f  a   dan  ayat  (2 )   huru f  b  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:  PER-5/PJ /2009  ten tang  Prosedur  

Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  merupakan  t i ndakan  yang  

berdasar  hukum.  Oleh  karena  i t u  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  t i ndakan  Teruga t  ada lah  bukt i  pe langgaran  atas  
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kepas t i an  hukum dan  t i dak  melaksanakan  kewaj i ban  secara  

propos iona l  ada lah  dal i l  yang  mengada- ada;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  t i dak  ada kewaj i ban  bagi  Tergugat  untuk  

melakukan  pembahasan  has i l  akh i r  pemer iksaan  pajak  dan  

pember i t ahuan  laporan  has i l  pemer i ksaan  te rhadap  

Penggugat  maka  asas  propos iona l  seper t i  yang  Penggugat  

da l i l k an  kepada  Tergugat  adalah  dal i l  yang  t i dak  

berdasar ;  - - - - - - - - -

8. Bahwa  sangat l ah  t i dak  berdasar  da l i l  Penggugat  da lam 

Gugatan  pada      romawi  IV .  Tentang  Kerug ian  Penggugat  

angka  29  halaman  9  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

“Terb i t n ya  Keputusan  Tergugat  te lah  menimbulkan  kerug ian  

bag i  Penggugat ,  karena  Penggugat  d iwa j i b kan  untuk  

membayar  tunggakan  pajak  berupa  pembayaran  se jumlah  uang  

yang  j i ka  d i j umlahkan  dar i  se lu ruh  SKPKB te rsebu takan  

ber j umlah   Rp.  364,608 .857 .304 , -  ( t i ga  ra tus  enam puluh  

empat  mi l i a r  enam ra tus  delapan  ju ta  delapan  ra tus  l ima  

puluh  tu j uh  r i bu  t i ga  ra tus  empat  rup iah ) ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sangat l ah  je l as  da l i l  Penggugat  te rsebu t  ada lah  

alasan  yang  mengada- ada dan sangat  t i dak  berdasar ,  karena  

Hal  99 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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alasan  te rsebu t  menunjukkan  adanya  i t i k ad  t i dak  baik  dar i  

Penggugat  yang  berusaha  menghindar i  pemenuhan  

kewaj i bannya  kepada  negara  dimana  kewaj i ban  perpa jakan  

te rsebu t  sangat  d ipe r l u kan  bag i  kepent i ngan  pembangunan  

negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  dia tas ,  penerb i t an  ob jek  

gugatan  a  quo  oleh  Tergugat  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku  dan oleh  

karena  t i dak  te rbuk t i  benar  dan  bera lasan  hukum dal i l - da l i l  

yang  dikemukakan  Penggugat  da lam gugatannya ,  maka kami  mohon 

k i ranya  Maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

memer iksa ,  mengadi l i  perkara  a  quo  berkenan  untuk  memutus  

perkara ,  dengan  amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dalam  Ekseps i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  

Ontvanke l i j k  Verk laa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  Permohonan  Penundaan  yang  dimohonkan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Mencabut  dan  Membata lkan  Penetapan  Nomor:  

193/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  18  Maret  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

Nomor  :  00001/202 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Masa  Pajak  Januar i  s .d .  

Desember  1999 ada lah  sah dan sesua i  dengan keten tuan  dan  

pera tu ran  yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

Nomor  :  00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  2009 atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  s .d .  

Desember  1999 ada lah  sah dan sesua i  dengan keten tuan  dan  

pera tu ran  yang  ber l aku ;  

Hal  101 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

Nomor  :  00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasal  26  Masa  Pajak  Januar i  

s.d .  Desember  1999  ada lah  sah  dan  sesua i  dengan  

keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

Nomor  :  00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999  ada lah  

sah  dan  sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  

ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  

Nomor  :  00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  

atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa 

Pajak  Januar i  s .d .  Desember  1999  adalah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Menyatakan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00137/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

8. Menyatakan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00139/WPJ.19 /  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
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KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

9. Menyatakan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00138/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

10. Menyatakan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00140/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

11. Menyatakan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00136/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  dan  pera tu ran  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

12. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  jawaban  Tergugat ,  Penggugat  

te lah  mengajukan  rep l i k  te r t angga l   22 Apr i l  2010,   Terhadap  

rep l i k  Penggugat  te rsebu t  p ihak  Tergugat  juga  te l ah  

mengajukan  dup l i k  te r t angga l   06  Mei   2010;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Hal  103 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
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gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan   a la t - ala t  bukt i  

berupa  sura t   fo tocopy   bermate ra i  cukup  dan           te l ah  

di l ega l i s i r  yang  diber i  tanda   Bukt i   P – 1 sampai  dengan   P 

–  20,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bukt i  P – 1 :  Akta  Nomor  23  tangga l  29 

Jun i  2004  yang  dibua t  d ihadapan  Notar i s  

Yur i sa  Martan t i ,  SH. ,  Notar i s  d i  Jakar t a  

Timur ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2A : Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21 

Nomor  :  00001/201 /99 /091 /09 ,  tangga l  

penerb i t an   28  Oktober  2009,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 2B :  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23 Nomor  

:  00001/203 /99 /091 /09 ,  tangga l  penerb i t an   28  

Oktober  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P – 2C : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  (2 )  

Fina l  Nomor  :  00001/240 /99 /091 /09 ,  tangga l  

penerb i t an   28  Oktober  2009,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
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5. Bukt i  P – 2D :  Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26 Nomor  

:  00001/204 /99 /091 /09 ,  tangga l  penerb i t an   28  

Oktober  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P – 2E :   Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Pajak  Penghas i l an  Nomor  :  

00001/206 /99 /091 /09 ,  tangga l  penerb i t an   28 

Oktober  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P – 3A :  Sura t  Paksa  Nomor:  SP-

00137/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P – 3B :  Sura t  Paksa  Nomor:  SP-

00139/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 3C :  Sura t  Paksa  Nomor:  SP-

00136/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i  sa l i nan  

lega l i s i s r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 3D :  Sura t  Paksa  Nomor:  SP-

00138/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i  sa l i nan  

Hal  105 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di l ega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. Bukt i  P – 3E :  Sura t  Paksa  Nomor:  SP-

00140/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i  sa l i nan  

di l ega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. Bukt i  P – 4A :  Teguran  Nomor:  ST-

00518/WPJ.19 /  KP.0104/  2009,  tangga l  7 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P – 4B :  Teguran  Nomor:  ST-

00519/WPJ.19 /KP.0104 /  2009,  tangga l  7 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P – 4C :  Teguran  Nomor:  ST-

00520/WPJ.19 /KP.0104 /  2009,  tangga l  7 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P – 4D :  Teguran  Nomor:  ST-

00521/WPJ.19 /KP.0104 /  2009,  tangga l  7 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P – 4E :  Teguran  Nomor:  ST-

00517/WPJ.19 /KP.0104 /  2009,  tangga l  7 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
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Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 5 :  Sura t  Per in t ah  

Pemer iksaan  Pajak  Nomor  :  Pr in t -  

007/WPJ.19 /BD.03 /2007 ,  tangga l  3  Oktober  

2007,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P – 6 :  Sura t  Tugas  ST-  

35/WPJ.19 /2008 ,  tangga l  22 Ju l i  2008,  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

19. Bukt i  P – 7 :  Sura t  Tugas  Penggant i an  

Pemer iksa  Pajak  Bukt i  Permulaan  Nomor:  STP-

PBP-01/WPJ.19 /BD.03 /   2009,  tangga l  10 

September  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P – 8A :  Sura t  Panggi l an  

Permin taan  Keterangan  te rhadap  Pimpinan  PT.  

Erns t  Young  Consu l t i n g ,  tangga l  26  September  

2008,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

21. Bukt i  P – 8B :  Sura t  Kepala  Kanto r  

Kepala  Bidang  P4  Depar temen  Keuangan  RI .  

Di rek to ra t  Jendera l  Pajak ,  ha l  :  Panggi l an  

Hal  107 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
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Permin taan  Keterangan  te rhadap  Notar i s  & 

Pejaba t  Pembuat  Akta    Tanah,  tangga l  13 

Oktober  2008,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

22. Bukt i  P – 8.C :  Sura t  Panggi l an  

Permin taan  Keterangan /Buk t i  te rhadap  Sdr .  

Nunu  Nurd iyaman,  Nomor  :  S- 191  /  

WPJ.19/BD.0600 /2008 ,  tangga l  14 Oktober  2008,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  - - - - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  P – 8.D :  Sura t  Panggi l an  

Permin taan  Keterangan /Buk t i  t rhadap  Sta f  

Treasury  PT.  Bakr ie  Inves t i do ,  Nomor:  S-

195/WPJ.19 /BD.0600 /2008 ,  tangga l  24  Oktober  

2008,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  P – 9 :  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan  Nomor:  123/PMK.03/2006 ,  tangga l  7 

Desember  2006,  ( “Permenkeu  123/2006” )  ten tang  

Perubahan  atas  Keputusan  Menter i  Keuangan  

Nomor:  545/KMK.04/2000 ,  ten tang  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Pajak ,   ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

25. Bukt i  P – 10 :  Keputusan  Menter i  

Keuangan  nomor :  545/KMK.04/2000  ten tang  Tata  

Cara  Pemer iksaan  Pajak  ( “Kepmenkeu  545/2000 ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P – 11 :  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan  Republ i k  Indones ia  Nomor:  

202/PMK.03/2007  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  

Bukt i  Permulaan  Tindak  Pidana  di  Bidang  

Perpa jakan  ( “Permenkeu  202/2007” ) ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  P – 12 :  Sal i nan  Putusan  

Per lawanan ,  Perkara  Nomor:193 /PLW/2009/  PTUN-

JKT. ,  tangga l  03  Maret  2010,  anta ra  PT.  

Bakr ie  Inves t i ndo  sebaga i  Pelawan  melawan  

Kepala  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Waj ib  Pajak  

Besar  Satu  sebaga i  Ter lawan,  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  P – 13 :  Sal i nan  Penetapan  

Penangguhan,  Perkara  Tata  Usaha Negara  Nomor:  

193/G/2009 /PTUN- JKT. ,  tangga l  18  Maret  2010,  

anta ra  PT.  Bakr i e  Inves t i ndo  sebaga i  

Penggugat  melawan   Kepala  Kanto r  Pelayanan  

Pajak  Waj ib  Pajak  Besar  Satu  sebaga i  

Tergugat ,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - -

29.  Bukt i  P – 14 : Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:   SE 10/2004   ten tang  

Hal  109 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
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Kebi j akan  Pemer iksaan  Pajak ,  ( fo t ocopy  dar i  

pr in t  out  in te rne t ) ;  - - - -

30. Bukt i  P – 15 : Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:     E 01/2006   ten tang  

Kebi j akan  Umum Pemer iksaan  Pajak ,  ( fo t ocopy  

dar i  pr in t  out  in t e r ne t ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  P – 16 : Sal i nan  Pera tu ran  Menter i  

Keuangnan  Nomor  :  23/PMK.03/2008 ,  tangga l  6 

Februar i  2008,  ten tang  Tata  Cara  Penerb i t an  

Sura t  Kete tapan  Pajak ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - -

32. Bukt i  P – 17 : Undang- Undang  repub l i k  

Indones ia  Nomor  :  6  Tahun  1983,  ten tang  

Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

33. Bukt i  P – 18 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  9  Tahun  1994,  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  

1983  Tentang  Keten tuan  Umum Dan  Tata  Cara  

Perpa jakan ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

34. Bukt i  P – 19 : Undang- Undang  Republ i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
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Indones ia  Nomor  :  16  Tahun  2000,  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  1983  Tentang  Keten tuan  Umum Dan  Tata  

Cara  Perpa jakan ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Bukt i  P – 20 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  28  Tahun  2007,  ten tang  

Perubahan  Ket iga  Atas  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  1983  Tentang  Keten tuan  Umum Dan  Tata  

Cara  Perpa jakan ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

sangka lannya ,  p ihak  Tergugat  juga  te l ah  mengajukan  a la t - ala t  

bukt i  berupa  sura t  fo tocopy  yang  bermate ra i  cukup  yang  te lah  

di l ega l i s i r  dan  d iber i  tanda    T  -  1  sampai  

dengan  T  –  49   sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1. Bukt i  T – 1 : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  :  00001/201 /99 /091 /09 ,  

tangga l    28   Oktober   2009  atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  21 Masa Pajak  Januar i  s .d .  

Desember  1999,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2 : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  :  00001/203 /99 /091 /09 ,  

Hal  111 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
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tangga l   28  Oktober  2009  atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  23 Masa Pajak  Januar i  s .d .  

Desember  1999,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3 : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  :  00001/204 /99 /091 /09 ,  

tangga l   28  Oktober  2009  atas  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  26 Masa Pajak  Januar i  s .d .  

Desember  1999,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  T – 4 : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  :  00001/206 /99 /091 /09 ,  

tangga l   28  Oktober  2009  atas  Pajak  

Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999,  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Bukt i  T – 5 : Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar  Nomor  :  00001/240 /99 /091 /09 ,  

tangga l   28  Oktober  2009  Pajak  Penghas i l an  

Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa  Pajak  Januar i  

s .d .  Desember  1999,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T – 6 : Sura t  Paksa  Nomor  SP-

00137/WPJ.19 /  KP.0104/  2009  tangga l  28  

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
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- - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T – 7 : Sura t  Paksa  Nomor  SP-

00139/WPJ.19 /  KP.0104/2009  tangga l  28 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T – 8 : Sura t  Paksa  Nomor  SP-

00138/WPJ.19 /  KP.0104/2009  tangga l  28 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T – 9 : Sura t  Paksa  Nomor  SP-

00140/WPJ.19 /  KP.0104/2009  tangga l  28 

Desember  2009,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - -

10.Buk t i  T – 10 : Sura t  Paksa  Nomor  SP-00136/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tangga l  28  Desember  2009,  

(sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i  T – 11 : Sura t  Teguran  Nomor  ST- 00517/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tanga l  7 Desember  2009,  (sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  Bukt i  T – 12 : Sura t  Teguran  Nomor  ST- 00518/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tanga l  7 Desember  2009,  (sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bukt i  T – 13 : Sura t  Teguran  Nomor  ST- 00519/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tanga l  7 Desember  2009,  (sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Bukt i  T – 14 : Sura t  Teguran  Nomor  ST- 00520/WPJ.19 /  

Hal  113 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
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KP.0104/2009  tanga l  7 Desember  2009,  (sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bukt i  T – 15 : Sura t  Teguran  Nomor  ST- 00521/WPJ.19 /  

KP.0104/2009  tanga l  7 Desember  2009,  (sesua i  

dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bukt i  T – 16 : Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  

561/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  

Pelaksanaan  Penag ihan  Seket i ka  Seka l i gus  dan  

Pelaksanaan  Sura t  Paksa  :  a.  Pasal  5,  

b.  Pasal  6,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Bukt i  T – 17 : Undang- Undang  RI .  Nomor  48  Tahun  2009  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  :  a.  Pasa l  25 

ayat  (1 ) ,    b.  Pasa l  27 ayat  (1 ) ,  Penje lasan  

Pasa l  27 ayat  (1 ) ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Bukt i  T – 18 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  ta ta  Usaha  Negara  

(UU  PTUN)  :  a.  Pasa l  9A  ayat  (1 ) ,  b.  

Penje lasan  Pasal  9A   ayat  (1 ) ,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.  Bukt i  T – 19 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

14  Tahun  2002  ten tang  Perad i l an  Pajak  :  a.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
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Pasa l  1  angka  5,   b.  Pasa l  1  angka  6,  c.  

Pasa l  1    angka  7,     d.  Pasal  2,   e.  

Penje lasan  Pasal  2,   f .  Pasal  31  ayat  (1 ) ,  

(2 )  dan (3 ) ,  g.  Pasa l  77           ayat  (3 ) ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.  Bukt i  T – 20 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

5  Tahun  1986   ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  :  a.  Pasa l  48,                  b.  

Penje lasan  Pasal  48,    c.  Pasa l  67,  d.  Pasa l  

77,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

21.  Bukt i  T – 21 : Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  136  K/  

TUN/2008  tangga l  15  Agustus  2008  da lam 

perkara  yang  dia jukan  o leh  Costa  

In te rnas i ona l  Group  Limi t ed  melawan  KPP 

Badan  dan  Orang  Asing  Dua Kanto r  Di rek to ra t  

Jendera l  Pajak  Wi layah  Jakar ta  Khusus ,  atas  

objek  gugatan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  (SKPKB)  Pajak  Penghas i l an  (PPh)   a.  

Halaman  38- 39,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - -

22.  Bukt i  T – 22 : Sal i nan  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Nomor  26/G/2007 /PTUN- JKT  tangga l  15 

Agustus  2007   da lam  perkara  yang  dia j ukan  

oleh  Costa  In te rnas i ona l  Group  Limi ted  

Hal  115 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan KPP Badan dan Orang  Asing  Dua Kanto r  

Di rek to ra t  Jendera l  Pajak  Wi layah  Jakar t a  

Khusus :              a.  Halaman 85 al i nea  3,  

b.  Halaman 86 al i nea  7,  c .  Halaman 87 al i nea  

1,  ( fo t ocopy  dar i    fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.  Bukt i  T – 23 : Undang- Undang  RI  Nomor  28  Tahun  2007  

ten tang  Perubahan  ket i ga  atas  Undang- Undang  

Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

Tata  Cara  Perpa jakan  (UU KUP)  :  a.  Pasal  9 

ayat  (3 ) ,   b.  Pasal  19 ayat  (1 ) ,    c .  Pasa l  

20     ayat   (1 ) ,     d.   Pasa l    23    ayat  

(2 )   huru f   a  dan  d,               e.  Pasal  

25    ayat  (1 )  huru f  a,  f .  Pasa l  27    ayat  

(1 ) ,  g.  Pasa l  27  ayat  (1 ) ,  h.  Pasa l  32,  i .  

Pasa l  36,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.  Bukt i  T – 24 : Buku  Usaha  Memahami  Undang- Uudang 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Buku  I I  

karangan  Ind roha r t o ,  SH,  :             a.  

Halaman 51,   b.  Halaman 53,    c.  Halaman 56,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.  Bukt i  T – 25 : Buku  Tuntunan  Prak t i k  Beracara  d i  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  karangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soemaryono,  SH dan  Prof .  Anna  Er l i y ana ,  SH.  

MH.  :  ha laman  8,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.  Bukt i  T – 26 : Gugatan  Penggugat  di  Perad i l an  Pajak  

Ref  No.  041/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4  Desember  2009  

dengan  Nomor  Agenda  SPB-7093  :  

a.  Halaman  4  dan  halaman  5,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - -

27.  Bukt i  T – 27 : Gugatan  Penggugat  di  Perad i l an  Pajak  

Ref  No.  042/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4  Desember  2009  

dengan  Nomor  Agenda  SPB-7094  :  

a.  Halaman  4  dan  halaman  5,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - -

28.  Bukt i  T – 28 : Gugatan  Penggugat  di  Perad i l an  Pajak  

Ref  No.  043/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4  Desember  2009  

dengan  Nomor  Agenda  SPB-7095  :  

a.  Halaman  4  dan  halaman  5,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - -

29.  Bukt i  T – 29 : Gugatan  Penggugat  di  Perad i l an  Pajak  

Ref  No.  044/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4  Desember  2009  

dengan  Nomor  Agenda  SPB-7096  :  

a.  Halaman  4  dan  halaman  5,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - -

Hal  117 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30.  Bukt i  T – 30 : Gugatan  Penggugat  di  Perad i l an  Pajak  

Ref  No.  045/B IO- MSM/XI I / 09  yang  di te r ima  di  

Pengad i l an  Pajak  tangga l  4  Desember  2009  

dengan  Nomor  Agenda  SPB-7097  :  

a.  Halaman  4  dan  halaman  5,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - - -

31.  Bukt i  T – 31 : Sura t  Penggugat  Nomor  001/B IO- MSM/2010 

tangga l  6  Januar i  2010  per iha l  Kesanggupan  

Melunas i  Tunggakan  Pajak ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32.  Bukt i  T – 32 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

19  Tahun  1997  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000  

ten tang  Penagihan   pa jak  dengan  sura t  

paksa  :  a.  Pasa l  1  angka  12,    b.  Pasal  7  

ayat  (1 ) ,                 c .  Penje lasan  Pasa l  

7  ayat  (1 ) ,  d.  Pasa l  8,   e.  Pasa l  11 

f .  Pasa l  37    ayat  (1 ) ,  g.    Pasal  41  ayat  

(3 ) ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

33.  Bukt i  T – 33 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

4  Tahun  1996   ten tang  Hak  Tanggungan  atas  

Tanah dan Benda- benda  yang  berka i t an   dengan  

tanah  :   a.  Halaman  14,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

34.  Bukt i  T – 34 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

42  Tahun  1999   ten tang  Jaminan  Fidus ia  :  a.  

Pasa l  15,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35.  Bukt i  T – 35 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  

9  Tahun  1994  ten tang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  

Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan    (UU KUP)  :  

a.  Pasal  13  ayat  (1 ) ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - -

36.  Bukt i  T – 36 : Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor:  

202/PMK.03/2007  tangga l  28  Desember  2007  

ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  Tindak  Pidana  di  Bidang  

Perpa jakan  :          a.  Pasa l  3,   b.  Pasa l  

12,   c.  Pasa l  13  huru f  d  dan  e,  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

37.  Bukt i  T – 37 : Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor:  PER-47/PJ /2009  tangga l  1  September  

2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  te rhadap  Waj ib  

Hal  119 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak  yang  diduga  melakukan  Tindak  Pidana  

Perpa jakan  :  a.  Pasal  15  ayat  (5 )  dan  ayat  

(8 ) ,   b.  Lampi ran  13,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38.  Bukt i  T – 38 : Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  

PER-5/PJ /2009  tangga l  20  Januar i  2009  

ten tang  Prosedur  Penerb i t an  Sura t  Kete tapan  

Pajak  :    a.  Pasa l  3,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  - - - - - -

39.  Bukt i  T – 39 : Lampi ran  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor:  KEP-272/PJ /2002  tangga l  17  Mei  

2002  ten tang  Petun juk  Tekn is  Pengamatan,  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan ,  dan  Peny id i kan  

Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpa jakan  :  a.  Bab 

I ,  b.  Bab  I I I ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40.  Bukt i  T – 40 : Lampi ran  Keputusan   Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor:  KEP-722/PJ /2001  tangga l  26 

Nopember  2001  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pemer iksaan  Lapangan,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41.  Bukt i  T – 41 : Lampi ran  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak  Nomor  19/PJ /2008  tangga l  2  Mei  2008  

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  

Lapangan,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

42.  Bukt i  T – 42 : Lampi ran  I I I  Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor:  SE-09/PJ .7 /2005  

tangga l  12  Agustus  2005  ten tang  Sis tem  

In fo rmas i  manajemen  Pemer iksaan  Pajak  

(  SIMPP Ser i - 02) ,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

43.  Bukt i  T – 43 : Sura t  Per in t ah  Pemer iksaan  Pajak  Nomor  

PRIN- 007/WPJ.19 /BD.03 /2007  tangga l  3 Oktober  

2007,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

44.  Bukt i  T – 44 : Sura t  Tugas  Nomor:  ST- 35/WPJ.19 /2008  

tangga l  22  Ju l i  2008,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45.  Bukt i  T – 45 : Sura t  Nomor:  Pemb-007/WPJ.19 /BD.03 /2007  

tangga l  3  Oktober  2007,  ha l  Pember i t ahuan  

Pemer iksaan  Lapangan,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

46.  Bukt i  T – 46 : Sura t  Tugas  Penggant i an  Pemer iksaan  

Bukt i  Permulaan  Nomor:  STP-PBP-01/WPJ.19 /  

Hal  121 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BD.03/  2009  tangga l  10  September  2009,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47. Bukt i  T – 47 : Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  :  SE-10/PJ .7 /2004 ,  

ten tang  Kebi j akan  Pener imaan  pa jak ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

48.  Bukt i  T – 48 : Sura t  Edaran  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  :  SE-01/PJ .7 /2006 ,  

ten tang  Kebi j akan  Umum Pemer iksaan  Pajak ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49. Bukt i  T – 49 : Buku  Penye lesa ian  

Sengketa  Admin is t r a s i  i t u  send i r i  (kon t ro l  

in t e rn )  dan  Penye lesa ian  Sengketa  

Admin is t r a s i  Negara  oleh  Lembaga  Masyaraka t  

dan  Perad i l an  di  Luar  PTUN   (kon t r o l  

Ekste rn )  karangnan  DR.  L in tong  O.  Siahaan,  

SH.  MH.  a.  Halaman 5,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  1 (sa tu )  orang   Ahl i ,  yakn i  :  Dr .  

L in tong   Oloan   Siahaan .SH.  MH. yang  te l ah  ber jan j i  menuru t  

agamanya,  akan  member ikan  pendapat   menuru t  pengetahuan  yang  
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sesua i  dengan  keah l i annya ,  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Cir i - c i r i  sengketa   d i  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

secara  akademis  adalah  bahwa  kewenangan  Pejaba t  

atau  Pemer in tah  berasa l  dar i  kedau la tan  rakya t .  

Dar i  kedau la tan  rakya t  in i  d i t u r unkan  kewenangan  

kepada  Pejaba t  atau  Pemer in tah  yang  da lam  hal  in i  

Depar temen  Keuangan  yang  di t uangkan  dalam  hukum 

pub l i k .  In i l ah  dasar  kewenangan  i t u .  Atas  dasar  

kewenangan  i t u ,  pemer in tah  mengeluarkan  berbaga i  

keb i j akan - keb i j a kan .  Sete lah  mengeluarkan  

keb i j akan - keb i j a kan  la l u  menerapkan  dalam  bentuk  

Keputusan   konkr i t ,   ind i v i d ua l ,  f i na l  yang  dikena l  

dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara .  Dalam  hal  

ind i v i du  in i ,  kemungk inan  ada  perbedaan  penafs i r an .  

I t u l ah  yang  d isebu t  dengan  sengketa  Tata  Usaha 

Negara  secara  umum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga  c i r i - c i r i  dar i  sengketa  Tata  Usaha  Negara  i t u  

ada  t i ga ,  ya i t u  ver t i k a l  kemudian  kedua  uni l a t e r a l  ser ta  

ber l aku  secara  umum yang  k i t a  sebut  sebaga i  erga  omnes.  

Apabi l a  ada  sengketa  mengenai  ha l  i t u  maka  i t u  secara  

umum adalah  kompetens i  atau  kewenangan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara .  

- Dalam  per ja l anannya ,  kewenangan  Pengad i l an  Tata  
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Usaha  Negara   da lam  menangan i  dan  mengadi l i  

sengketa  pajak  ada perkembangan  bahwa j i ka  saat  i t u  

harus  ada  suatu  perad i l an  khusus  untuk  menangan i  

sengketa  ten tang  i t u .  In i  dengan  pemik i r an -

pemik i r an  te rsend i r i  dan  alasan- alasan  te rsend i r i .  

Nah pada  waktu  i t u  diben tuk l ah  berdasarkan  Undang-

Undang,  Pengad i l an  Pajak  secara  resmi  dengan  

mengambi l  beberapa  kewenangan  yang  harusnya  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

maka  dikhususkan  menjad i  kewenangan- kewenangan  

Pengad i l an  Pajak ;  - - - - - - - - - - - - -  

-   Tentang  objek  sengketa  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

semua d ipahami  i t u  Pasal  7 Undang- Undang Nomor   5  Tahun 

1986.  Semua yang  memenuhi  unsur - unsur  Pasal  3 secara  umum 

kecua l i  yang  dikecua l i k an  dalam         suatu  perundang-

undangan  i t u  ada lah  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ada   d i  da lam  pasa l  2,  tap i  ada  juga  di  da lam  Undang-

Undang  yang  dibua t  secara  te rsend i r i  seper t i  Undang-

Undang  Perad i l an  Pajak .  Dalam perkembangannya  d i rasakan  

per l u  adanya  pengad i l an  pajak .  Rinc ian  kewenangannya  i t u  

yang  mengharuskan  adanya  kekhususan. ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dar i  penje l asan  tad i  bahwa  perkembangan  

mengharuskan  untuk  i t u  diadakan  perad i l a n  khusus  

demi  pe layanan  masyaraka t  ya i t u  dengan  mengambi l  
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bag ian  dar i  pada  kewenangan  yang  umum  kepada  

perad i l an  yang  khusus .  Tapi  d i  da lam  suatu  

keten tuan  perad i l an  khusus  harus  tegas  disebu tkan  

apa- apa  yang  khusus   ka lau  seanda inya  t i dak  tegas  

dican tumkan  apa- apa  yang  menjad i  khusus  i t u  maka 

kembal i  menjad i  kewenangan  dar i  pada  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga i  perad i l an  umum 

(Admin i s t r a s i )  sebab  ka lau  t i dak  tegas  masih  bisa  

bers i f a t  umum,  i t u  namanya  bukan  perad i l an  khusus  

lag i .  bera r t i  i t u  suatu  keten tuan  yang  sa lah  bahwa 

i t u  pemahaman  bahwa  d ia  seo lah - olah  menjad i  

perad i l an  khusus .   Prosedur  admin is t r a s i  yang  untuk  

mengeluarkan  suatu  penetapan  yang  dalam  hal  in i  

penetapan  pajak ,  seto ran  pa jak  dan  la i n - la i n  untuk  

i t u  ada  prosedur  wewenang  admin is t r a s i  apakah  

prosedur  in i  sudah  dike lua rkan  dar i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga i  perad i l an   umum?.   Kalau  

dike lua r kan  in i  d imasukkan  dalam  perad i l an  khusus ,  

apakah  bukan  berar t i  perad i l an  khusus  i t u  nant i  

seo lah - o lah  menjad i  perad i l an  umum.  Nah  mengenai  

perh i t ungan  pajak ,  penetapan  pa jak ,  i t u  je l as  untuk  

memper lancar  pengh i t ungan  angka- angka  yang  memang 

bukan  menjad i  kapas i t as  hak im  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Neagara  untuk  kemampuan  menghi tung  angka- angka  i t u  

per lu  perad i l an  khusus  oleh  ah l i - ah l i  untuk  suatu  

perh i t ungan ,  untuk  i t u  diben tuk  t im ,  i t u l ah  yang  

di t a f s i r k an  perad i l a n - perad i l an  khusus ,   jangan  
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sampai  ada satu  kata  atau  pasa l  pun dalam perad i l an  

khusus  i t u  yang  mengambi l  over  kewenangan  perad i l an  

umum,  ka lau  ada  kesa lahan  dalam  perundang- undangan  

dalam ha l  i t u ,  i t u  b isa  menjad i  suatu  bahan  putusan  

pengad i l an  untuk  menafs i r kan  suatu  rech tsv i nd i ng  

atau  penemuan  untuk  menafs i r kan  supaya  in i  tepa t  

apa  ar t i  dar i  pada  pasa l  yang  dimaksudkan  dis i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Di  dal am mel iha t  Undang- Undang  harus  membedakan  

Undang- Undang  dalam  ar t i  mater i a l  dan  da lam  ar t i  

fo rma l .  Ki t a  pahami  bahwa Undang- Undang  da lam ar t i  

mater i i l  ada lah  mater i  Undang- Undang  perpa jakan  i t u  

send i r i  da lam  hal  in i  ya i t u   kewenangan  yang  

bersumber  pada  hukum  pub l i k  yang  saya  katakan  

secara  ver t i k a l  mempero leh  kedau la tan  dar i  rakya t .  

Undang- Undang  dalam ar t i  fo rma l  ya i t u  Undang- Undang  

ten tang  pengad i l an  pa jak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Undang- Undang  dalam  ar t i  fo rmi l  i t u  adalah  

melaksanakan  Undang- Undang  dalam  ar t i  mater i l  

i t u l ah  yur i sp rudens i .  Jadi  perubahan  dalam Undang-

Undang  dalam  ar t i  fo rm i l  sangat   berbeda  s i f a t nya  

dengan   perubahan  Undang- Undang  dalam  ar t i  

mater i i l ,  Undang- Undang  da lam  ar t i  mater i i l  yang  

diubah  belum ten tu  bisa  d i l aksanakan  da lam Undang-
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Undang  da lam  ar t i  fo rm i l .   Kalau   je l as  ada 

bentu ran - bentu ran / pasa l  yang  ber ten tangan ,  i t u  

t i dak  di perbo lehkan .   Saya  kas ih  contoh  :  Kalau  

Undang- Undang Admin is t r a s i  Pemer in tahan  disahkan ,  

maka  akan  ada  kewenangan   Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara   yang  sangat  lua r  b iasa ,   anta ra  la i n  bisa  

menyidangkan  keputusan  yang  t i dak  te r t u l i s ,  

t i ndakan  fak tua l  pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  atau  

kewenangan  gant i  rug i .  Seanda inya  in i  te r j ad i  t i dak  

di i ku t i  dengan  perubahan  dalam ar t i  fo rm i l  ar t i n ya  

Undang- Undang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  i t u  

be lum  mengakomodi r   ha l  i t u  t i dak  bisa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penger t i a n  dalam ar t i  fo rm i l  ada lah  berbeda  dengan  

penger t i an  penafs i r an  rech ts f i n d i ng  penemuan  hukum 

dalam ar t i  fo rm i l ,  hukum dalam ar t i  fo rm i l  d ikena l  

i t u  hukum yang  dwingenrech t .  dan  b isa  memaksa  dan 

t i dak  berubah  makanya  saya  tanyakan  berka l i - ka l i  

apa  yang  berubah  dan  apa  yang  t i dak  berubah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Suatu  KTUN (Keputusan  Tata  Usaha  Negara)  secara  

akademis  apa lag i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara   yang  

merug ikan  harus  dibe r i kan  hak  untuk  membela  di r i  

kepada  yang  bersangku tan ,  hak  membela  di r i  in i  

t i dak  hanya  sekedar  dipangg i l /men je l a skan .  hak  

membela  d i r i  in i  harus  semacam   pengad i l an  
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semu/kec i l  yang  t i dak  fo rma l  untuk  menguj i  dan  

dalam  hak  membela  di r i  in i  pun  harus  ada  proses  

kec i l  yang  k i ta  namakan  perad i l an  semu  dan  yang  

mengadi l i  harus   independen.  ka lau  in i  sudah  

di t empuh,  in i  sudah  te rmasuk  AUUPB (asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ) .  J ika  t i dak  di tempuh  past i  

KTUN te rsebu t  t i dak  benar .  Saya ambi l  kompara t i f  d i  

da lam Sis tem  common law  d i  Amer ika ,  in i l a h  apa yang  

dika takan  dengan,  due  process  law .  Terhadap  suatu  

proyek- proyek  yang  merug ikan  due process  law   harus  

ber ja l an .  Due  process  law :  1.  not i f i c a t i o n  2.  

Inv i t a t i o n   3.  Hear ing .   Not i f i c a t i o n  ada lah  

pen je lasan  pengumuman,   bahwa in i l a h  yang  akan  kami  

ambi l  dan  kami  putus  kepada   saudara ,  baga imana  

reaks i  Saudara .  Yang  kedua  inv i t a t i o n  ada lah  

(semua  stakeho lde r   yang   te r i k a t  dengan  keputusan  

i t u   d ipangg i l  dan didengar   dan yang  ket i ga  adalah  

hear i ng   atau  debat .  Sete lah  proses  due  proses  law  

in i  d i t empuh  baru lah  d ike lua rkan  penetapan ,  

sete lah  di te t apkan  mungkin  juga  penetapan  i t u  masih  

be lum  sesua i  dengan  ind i v i d u  yang  bersangku tan  

ber ja l an l ah  apa  yang  d isebu t  kebera tan  admin is t r a s i  

dan  band ing  admin is t r a s i ,  kebera tan  admin is t r a t i f  

te tap  harus  seper t i  pers idangan  kec i l  dan baga imana  

i t u  di te t apkan  baru  ada  keputusan .   Band ing  

admin is t r a s i  seper t i  Pengad i l an  Pajak  ya i t u   quas i  

perad i l an  yang  pada  saat  i t u  ada lah  Maje l i s  
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Per t imbangan  Pajak   t api  sekarang  hal  in i  sudah  

diover  ke Pengadi l an  Pajak  i t u  send i r i ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

p ihak  Terguga t  juga  te lah  mengajukan  1 (sa tu )  orang  Ahl i ,  

yakn i   Dr .  Wit j i p t o  Set iad i ,  SH.  MH. yang  te l ah  bersumpah 

menuru t  agamanya,  akan  member ikan   pendapat  menuru t  

pengetahuan  yang  sesua i  dengan  keah l i annya ,  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :  - -

- Lata r  be lakang  di  adakannya  pengkhususan  atau  

di f e rens i as i  yang  sekarang  sudah  dikena l  d i  

l i ngkungan  Perad i l an  Umum (d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  belum) ,  tap i  d i  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004   i t u   sudah  menyebutkan  secara  khusus  

contohnya  di  l i ngkungan  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

ada  di f e rens i as i  dengan  menyebut  secara  tegas  

mengenai   Pengadi l an  Pajak ,   jad i  maksudnya  in i  

ada lah  untuk  ada  semacam spes ia l i s a s i  pengkhususan  

te rhadap  pengad i l an ,  d iha rapkan  dengan  pengkhususan  

atau  spes ia l i s a s i  in i  putusannya  tepa t  karena  

hak im- hak im  yang  menangani  perkara  i t u  khusus  

menangan i  b idang- bidang  te r t en tu  seper t i  d i  

perad i l an  umum,   maka  ada  perad i l an  anak,  ada  

perad i l an  korups i ,  dsb,  Mudah- mudahan  dengan  ada  

pengkhususan  in i  putusannya  tepa t  dan  perad i l annya  

ber ja l an  t i dak  te r l a l u  lama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sesua i  dengan  Undang- Undang   Nomor  5  Tahun  1986  
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  sekarang  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor   51  Tahun  2009  

upaya  admin is t r a t i v e  i t u  ada  2:  1.  Kebera tan ,  yang  

mana  kebera tan  in i  d ia j ukan  kepada  pejaba t  yang  

mengeluarkan  putusan .  Yang  kedua  ada lah  band ing  

admin is t r a t i f  d i l akukan  o leh  pe jaba t  d ia tasnya  atau  

badan  yang  secara  khusus  diber i kan  kewenangan  untuk  

menyelesa i kan  band ing  admin is t r a s i   i t u .  Sesua i  

pasa l  48  keten tuan  in i  bers i f a t  impera t i f ,  karena  

dis i t u  d i t en tukan  harus  d i t empuh  upaya  

admin is t r a t i f  te r l eb i h  dahu lu  baru  di tempuh  upaya  

di l ua r  i t u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Kalau  yang  disebu t  dengan  kebera tan  atau  band ing  

admin i s t r a t i f  i t u  memang upaya  admin i s t r a t i f   tap i  

kalau  pencabutan  i t u  bi sa di l akukan  baik  ada 

permohonan  ataupun  t i dak .   Karena  pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  sesua i  dengan  kewenangan  untuk  

mengeluarkan  keput usan  ten tu  sa ja  dibe r i k an  

kewenangan  untuk  mencabut  apab i l a  memang  pejaba t  

te rsebu t  menyadar i  ada  keke l i r u an  di  da lam 

keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Undang- Undang sudah  menyebutkan  secara  tegas  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  menjad i  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  i t u  sudah  
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je l as .   Terka i t  dengan  kasus  pajak  in i  tad i  saya  

katakan  di  Undang- Undang yang  memperbaru i  atau  

merev is i  Undang- Undang  Nomor  5       Tahun 1986,  

mengenai  pa jak  i t u  disebu tkan  secara  tegas  

sebenarnya  menjad i  kewenangan  perad i l an  pajak ,  ada 

keput usan  mengenai  pemi lu ,  ada keput usan  mengena i  

mi l i t e r  i t u  t i dak  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara   tap i  se leb ihnya  yang  t i dak  

disebu tkan  secara  tegas  di  Undang- Undang in i  asa l  

i t u  masuk  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sebetu lnya  dengan  rev i s i  Undang- Undang  Nomor   5 

Tahun  1986  yang  di l akukan  mela lu i  Undang- Undang 

Nomor   51  Tahun   2009  mest inya  Undang- Undang 

ten tang  Pengad i l an  Pajak  harus  menj adi  bagian  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   t i dak  bi sa berd i r i  

send i r i  seper t i  sekarang  in i  karena  tegas - tegas  

dibe r i kan  contoh  Pengad i l an  Pajak ,  dan  harus  dia tu r  

dengan  Undang- Undang,  mest inya  Undang- Undang 

Pengad i l an  Pajak  dia tu r  seper t i  i t u  t i dak  seper t i  

sekarang  in i  yang berd i r i  send i r i .  saya  t i dak  tahu  

sekarang  perad i l an  pajak  l i ngkungan  perad i l a n  yang  

ke l ima  atau  yang  ke  berapa .  Mest inya  sesua i  dengan  

Undang- Undang  Dasar  hanya  ada  4  l i ngkungan  

perad i l an .  Masing - masing  l i ngk ungan perad i l an  

dibo lehkan  mengadakan  di fe rens i as i  s eper t i  
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Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  kami  sanga t  mendorong  

Undang- Undang Pengad i l an  Pajak  harus  diubah  sesua i  

dengan Undang- Undang t adi ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Pihak  Penggugat  dan  pihak  Tergugat ,  

masing- masing  te l ah  menyerahkan  Kesimpulannya  pada  

pers i dangan  tangga l   15 Jun i  2010,  untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan  in i ,  maka  kes impu lan - kes impu lan  te rsebu t  t i dak  

dican tumkan  dalam  putusan   akan  te tap i  te r l amp i r   da lam 

ber i t a  acara  pers i dangan  dan  merupakan  bag ian  dar i  putusan  

in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa sega la  sesuatu  yang  te rungkap  

dalam  pers idangan  menunjuk  pada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

ada lah  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dan  dianggap  

te rmuat  da lam per t imbangan  putusan  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  kedua  be lah  pihak  yang  

bersangku tan  menyatakan  t i dak  mengajukan  sesuatu  hal  lag i  

da lam  perkara  in i  dan  mohon  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -

Dalam  Eksepsi .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat ,  p ihak  

Tergugat  te l ah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  te rmuat  da lam 

Sura t  Jawaban  te r t angga l  6  Apr i l  2010,  yang  pada  pokoknya  

ber i s i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  secara  abso lu t  t i dak  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  perkara  a quo  

karena  objek  gugatan  a  quo  ada lah  sengketa  pajak  yang  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Pajak ;  - - - - - - - - - - - - - -

2.  Gugatan  Penggugat  Prematur ,  karena  ada  upaya  

Admin is t r a t i f  yang  dapat  d i tempuh  oleh  Penggugat  kepada  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  agar  SKPKB ( Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar )  te r sebu t  d iba ta l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.   Bahwa  gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  nyata - nyata  

ada lah  masih  te rgan tung  ( aanhang i ng) ,  karena  te rhadap  

objek  gugatan  yang  sama  dengan   ob jek  gugatan  a  quo  

pemer iksaannya  masih  ber langsung  atau  masih  ber j a l an  d i  

Pengad i l an  la i n  ( under  jud i c i a l  cons ide ra t i o n ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan  sangka lannya  sebaga imana  te rmuat  da lam  Repl i k  
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te r t angga l  22 Apr i l  2010;  - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  Terguga t  dan sangka lan  

Penggugat  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ad.  1  Tentang  Eksepsi  Kompetensi  Absolut .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  Ekseps inya  Tergugat  mendal i l k an  

bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  secara  abso lu t  t i dak  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  a  quo 

karena  objek  gugatan  a  quo  ada lah  sengketa  pajak  yang  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apab i l a  dice rmat i  mater i  ekseps i  

kompetens i  abso lu t  dar i  Tergugat  yang  dimuat  da lam jawaban  6 

Apr i l  2010  adalah  merupakan  pengu langan  dar i  mater i  Jawaban  

Tergugat  pada  Gugatan  Per lawanan  dalam  perkara  Nomor  :  

193/PLW/2009/PTUN.JKT.  yang  gugatan  per lawanan  mana  oleh  

Maje l i s  Hakim te l ah  dipe r t imbangkan  dan dipu tus  da lam Putusan  

Nomor :  193/PLW/2009/PTUN.JKT pada tangga l  3 Maret  2010.  yang  

pada  in t i n ya  amarnya  ber i s i ,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i   untuk  menguj i  keabsahan  

hukum  sura t  keputusan  obyek  sengke ta  perkara    Nomor  :  

193/G/2009 /PTUN- JKT.  (buk t i  P- 12) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mater i  ekseps i  te rsebu t  te l ah  
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diper t imbangkan              dan  dipu tus  da lam  Gugatan  

Per lawanan  dalam  Putusan  Nomor  : 193/  PLW/2009/PTUN.JKT. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   dar i  Ahl i  yang  dihad i r kan  oleh  para  

Pihak  dipe rs i dangan ,  yakn i  Dr.  L in tong  Oloan  Siahaan  dan  

Dr.Wi t j i p t o  Set iad i  dar i  kete rangannya  juga  t i dak  ada  yang  

ber i s i  pe lemahan  te rhadap  per t imbangan  Putusan  Gugatan  

Per lawanan  te rsebu t .   Kedua  Ahl i  menyatakan  bahwa  benar  

te rhadap  permasa lahan  khusus  memang  d imungk inkan  adanya  

di f e rens i as i  kewenangan  pengad i l an ,  te tap i  menuru t  Dr .  

L in tong  per lu  dipe rha t i k an  pemahaman Undang- Undang dalam ar t i  

mater i i l  dan Undang- Undang dalam ar t i  fo rm i l ,   karena  Undang-

undang  da lam  ar t i  mater i i l  be lum  ten tu  bisa  di l aksanakan  

dalam  Undang- Undang dalam  ar t i  fo rm i l  ka lau  je l as  ada  

bentu ran - bentu ran  pasa l  dengan  keten tuan  hukum fo rmi l  yang  

te lah  ada  sebe lumnya.  Dicontohkan  :  ten tang  akan  disahkannya  

Undang- Undang  yang  akan  member i  kewenangan  yang  leb ih  luas  

kepada  Pengad i l a  Tata  Usaha  Negara  anta ra  la i n  bisa  

menyidangkan  keputusan  yang  t i dak  te r t u l i s  dan  t i ndakan  

fak tua l ,  yang  i t u  t i dak  akan  bisa  di l aksanakan  tanpa  te r l eb i h  

dahu lu  di l akukan  perubahan  Undang- Undang fo rmi l  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara .  Demik ian  pu la  Dr .  Wit j i p t o  Set iad i  

menyatakan ,  berdasarkan  pasa l  9A  Undang- Undang   Nomor   51 

Tahun  2009  memang  dimungk inkan  adanya  pengad i l an  khusus ,  

misa l  Pengad i l an  Pajak  sebaga i   d i f e rens i as i  dar i  L ingkungan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  akan  te tap i  ia  juga  lan tas  
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mempertanyakan  mengenai  keberadaan  Perad i l an  Pajak  yang  ada  

sekarang  in i  yang  berd i r i  send i r i  t i dak  menjad i  bagian  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  t i dak  je l as  berada  pada  

l i ngkungan  perad i l an  yang  ke l ima  atau  keberapa ,  karena  sesua i  

Undang- Undang  Dasar  hanya  ada  4  l i ngkungan  perad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  te rhadap  mater i  ekseps i  

te rsebu t  te lah  d ipe r t imbangkan  dan  d ipu tus  da lam  Putusan  

Gugatan  Per lawanan  dan  te rnya ta  t i dak  ada  fak ta  hukum baru  

yang  dapat  melemahkan  Putusan  Nomor  :  193/PLW/2009/PTUN.JKT,  

maka  tanpa  harus  mengulang  ura ian  per t imbangan  te rsebu t ,  

dengan  mengambi l  oper  per t imbangan  Gugatan  Per lawanan  

te rsebu t ,  secara  hukum Maje l i s  Hakim  menyatakan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  berwenang  untuk  mener ima,  memutus  

dan menyelesa i kan  sengketa  a quo;  - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  

Ekseps i  Kompetens i  Absolu t  Tergugat  d inya takan  t i dak  

bera lasan  hukum,  seh ingga  harus  d i t o l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ad.  2.  Tentang  Eksepsi  Gugatan  Penggugat  Prematur .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  membaca  dan  mencermat i  mater i  

Ekseps i  yang  menyatakan  Gugatan  Prematur  dika i t k an  dengan  

Kese lu ruhan  Ekseps i ,  da l i l  gugatan  dan  dupl i k  Tergugat ,  maka 
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Maje l i s  Hakim  menyimpulkan ,  bahwa  mater i  ekseps i  Tergugat  

yang  kedua  in i  ada lah  ber ten tangan  dengan  mater i  ekseps i  yang  

per tama,  karena   pada  Ekseps i  per tama  Tergugat  menyatakan  

bahwa sengketa     a quo  ada lah  Kompetens i  Absolu t  Perad i l an  

Pajak ,  sementara  pada  ekseps i  kedua,  Tergugat  menyatakan  

gugatan  a quo  ada lah  prematu r ,  karena   berdasarkan  keten tuan  

pasa l  32  Undang- Undang Nomor 6 Tahun  1983  jo .       pasa l  48 

Undang- Undang   Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  sengketa   a  quo  harus  dia j ukan  kebera tan  

te r l eb i h  dahu lu  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak ,  baru  kemudian  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  berwenang  untuk  mengadi l i  

sengketa  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  i t u  j i k a  dice rmat i   da lam 

Undanag- undang  Perpa jakan ,  yakn i  pasa l  I I  Undang- undang  Nomor 

28  Tahun  2007  ten tang  Perubahan  Ket iga  atas  Undang- Undang 

Nomor 6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan ,  secara  tegas  mengatur ,  " Terhadap  semua  hak  dan  

kewaj i ban  perpa jakan  Tahun  Pajak  2001  sampai  dengan  Tahun  

Pajak  2007  yang  be lum  dise lesa i kan ,  d ibe r l a kukan  keten tuan  

Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  

beberapa  ka l i  ,  te rakh i r  dengan  Undang- Undang Nomor  16 Tahun  

2000.  (Buk t i  P- 20 = Bukt i  T- 23 )  dan menuru t   pasa l      47 A.  

Undang- Undang Nomor   16  Tahun  2000  ten tang  perubahan  Kedua 

Undang- Undang   Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  

Tata  Cara  Perpa jakan ,   d ia tu r  :  Terhadap  semua  hak  dan  
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kewaj i ban  perpa jakan  yang  belum  dise lesa i kan ,  d iber l a kukan  

keten tuan  Undang- Undang Nomor  6  Tahun  1983  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor   9  Tahun  1994" .  

(Buk t i  P- 19  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

dapat  d is impu lkan ,  te rhadap  kewaj i ban  perpa jakan  Penggugat  

da lam  kasus  a  quo,  yakn i  untuk  masa  Pajak  Januar i - Desember  

1999,  ada lah  dibe r l akukan  keten tuan  Undang- Undang Nomor  6 

Tahun  1983  sebaga imana   te l ah  d iubah  dengan  Undang- Undang 

Nomor 9  Tahun  1994;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apabi l a  dice rmat i  kedua  Undang- Undang  

te rsebu t ,  te rnya ta  t i dak  ada  satupun  pengatu ran  mengena i  

Upaya  Admin is t r a t i f  te rhadap  has i l  pemer iksaan  pa jak  atau  

sura t  kete tapan  pajak  yang  t i dak  di l akukan  Pember i t ahuan  

has i l  pemer i ksaan  atau  Pembahasan  akh i r  has i l  pemer i ksaan  

dengan  Waj ib  Pajak  te rsebu t .   Keten tuan  ten tang  Upaya  

Admis t ra t i f  baru  dia tu r  o leh  Undang- Undang Nomor  28  Tahun 

2007,  yang  dibe r l a kukan   pada tangga l  1 Januar i  2008 ( l i h a t  :  

Pasa l  I I .   Undang- Undang Nomor  28  Tahun  2007) ;  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  SKPKB (Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar )  atas  nama Penggugat  yang  menjad i  obyek  

sengketa  perkara  a  quo  ada lah  Kete tapan  Pajak  untuk  

masa/ tahun  Pajak  :  Januar i  -  Desember  1999,   maka Kete tapan  
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Pajak  Kurang  Bayar  atas  nama  Penggugat  te rsebu t  secara  

yur id i s  t i dak  dapat  d ia jukan  upaya  admin is t r a t i f  kepada  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rnya ta  te rhadap  SKPKB 

(Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar )   da lam  kasus   a  quo 

t i dak  dapat  d ia j ukan  upaya  admin is t r a t i f ,  maka  ekeps i  

Tergugat  yang  menyatakan  gugatan  Penggugat  prematu r  karena  

harus  dia j ukan  upaya  admin is t r a t i f ,  ada lah  t i dak  berdasarkan  

hukum,  seh ingga  ekseps i  te rsebu t  harus  di to l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

ad.  3.  Tentang Eksepsi   Sub- judice  /  Eksepsi  Li t i s  Pendent is .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps inya  Tergugat  menyatakan  

bahwa gugatan  yang  dia jukan  o leh  Penggugat  nyata - nyata  ada lah  

masih  te rgan tung  ( aanhang i ng)  karena  te rhadap  objek  gugatan  

yang  sama dengan   ob jek  gugatan   a quo  pemer i ksaannya  masih  

ber langsung  atau  masih  ber ja l an  di  Pengad i l an  la i n  ( under  

jud i c i a l  cons ide ra t i o n ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa dar i  a la t  bukt i  yang  dia jukan  Terguga t ,

(buk t i  T -  27  sampai  dengan T -  30)  memang benar  Penggugat  

ada  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Pajak  dalam  gugatan  

te r t angga l  1  Desember  2009.  Akan  te tap i  menuru t  Maje l i s  

Hakim,  gugatan- gugatan  te rsebu t  adalah  bentuk  upaya  hukum 
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yang  dia j ukan  oleh  para  pencar i  kead i l an  (d .h . i .  PT.  Bakr i  

Inves t i n do )  yang  merasa  kebera tan  atas  te rb i t n ya  SKPKB (Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar ) ,  dan  te rhadap  upaya  hukum 

te rsebu t  Lembaga  yang  mener ima  upaya  hukum te rsebu t ,  da lam 

hal  in i  Perad i l an  Pajak  sebaga i  perad i l an  khusus  ten tu  akan  

menangan i  dan  mengambi l  s ikap  sesua i  dengan  kewenangan  dan  

oto r i t a snya   yang  dia tu r  da lam Undang- undang Perad i l an  Pajak .  

Demik ian  pula  gugatan  yang  dia j ukan  di  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  mela lu i  perkara  Nomor:  193/G/2009 /PTUN.  Jk t .         a  

quo  ada lah  juga  bentuk  upaya  hukum yang  dapat  d i l akukan  oleh  

pencar i  kead i l an ,  (d .h . i .  PT.  Bakr i  Inves t i ndo ) ,  d imana  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  juga  akan  menangan i  sengketa  in i  

sesua i  dengan  kewenangan  atau  kompetens i  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  d ia tu r  da lam Undang- undang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara .  Jad i  penanganan  sengketa  a  quo  ada lah  t i dak  

te rgan tung  atau  harus  menunggu  putusan  Pengadi l an  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  dia tas ,  maka 

ekseps i  Terguga t  yang  menyatakan ,  gugatan  yang  dia j ukan  o leh  

Penggugat   ada lah  masih  te rgan tung  ( aanhang i ng)  o leh  gugatan  

yang  dia jukan  di  Pengad i l an  Pajak  ada lah  t i dak  bera lasan  

hukum,  seh ingga  harus  di to l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  dia tas ,  o leh  

karena   ekseps i  Terguga t  t i dak  berdasarkan  hukum,  maka 

Ekseps i - ekseps i  Tergugat  te rsebu t  harus  dinya takan  di to l ak  

se lu ruhnya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dalam  Pokok  Sengketa .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  sengke ta  d ia tas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  o leh  Penggugat  agar  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Masa 

Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28    Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  :  00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa 

Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

  ( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  
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tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  :  00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa 

Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  :  00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28 Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  

1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t   Paksa  Nomor  :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

E. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Nomor  00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  

2009  atas  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Fina l  Masa  Pajak  Januar i  s.d .  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  

tangga l  28  Desember  2009;   (buk t i  P- 2.A  s/d  P- 2.E  

dan  P- 3.A  s/d  P- 3E  =  Bukt i  T- 1  s/d  T- 10) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tuntu tan   Penggugat  te rsebu t  pada 

pokoknya  didasarkan  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa t i ndakan  Tergugat   menerb i t k an  Obyek  sengketa  

ada lah  melanggar  perundang- undangan/hukum  yang  

ber laku ,  yakn i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Sura t  Edaran  Di r j en  Pajak  Nomor  :  SE-10/PJ .7 /2004  

tangga l  12  Desember  2004  ten tang  Kebi j akan  Pemer iksaan  

Pajak  pada  Bagian  V huru f  b.  yang  mengatu r   bahwa,  

Semua pemer iksaan  dalam rangka  menguj i  kepatuhan  Waj ib  

Pajak  harus  mela lu i  proses  pembahasan  akh i r  d imula i  

dengan  pember i t ahuan  has i l  pemer i ksaan  sampai  dengan  

perse tu j uan  atau  penandatanganan  ber i t a  acara  has i l  

pemer i ksaan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

b.  Bagian  VI I  angka  7 Sura t  Edaran  Di r j en  Pajak  Nomor 

:  SE-01/2006  yang  menyatakan  bahwa  Semua  has i l  

pemer i ksaan  dalam  rangka  menguj i  kepatuhan  pemenuhan  

kewaj i ban  perpa jakan  harus  d ibe r i t a hukan  kepada  Waj ib  

Pajak  secara  te r t u l i s ;  

Hal  143 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2.  Bahwa  Penerb i t an  SKPKB  (Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar )  ada lah  juga  ber ten tangan  dengan  Azas- azas  Umum 

pemer in tahan  Yang  Baik ,  khususnya  Azas  Kepast i an  Hukum 

dan Azas  Propors iona l i t a s  karena  :  - - - - - - - -

 a.  Penggugat  sama seka l i  t i dak  pernah  di l i b a t k an  dalam 

pembahasan  has i l  akh i r  maupun  t i dak  d i l aksanakannya  

laporan  has i l  pemer i ksaan .  Tindakan  te rsebu t  je l as  

merupakan  bukt i  pe langgaran  atas  asas  kepast i an  hukum 

dalam  pemer iksaan  pajak  yang  semest i nya  dipa tuh i  o leh  

Tergugat  da lam  rangka  penerb i t an  SKPKB  a  quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b.  Tidak  di l aksanakannya  kewaj i ban  pembahasan  has i l  

akh i r  dan  penyampaian  laporan  has i l  akh i r  pemer iksaan  

maka  te rbuk t i  pu la  Terguga t  t i dak  melaksanakan  

kewaj i bannya  secara  propors i ona l  dengan  menghi l angkan  

hak- hak  Penggugat  sebaga imana  di j amin  haknya  

berdasarkan  keten tuan  hukum  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Meni mbang,  bahwa dal i l - da l i l  gugatan  te rsebu t  d iban tah  

oleh  Ter gugat  sebaga imana  te rmuat  da lam  Sura t  Jawaban  

Tergugat   te r t angga l   6  Apr i l  2010   yang  pada  pokoknya  

menolak  dal i l  Penggugat  dan  menyatakan  bahwa obyek  sengketa  

ada lah  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  te l ah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan t i dak  melanggar  
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azas- azas  umum  pemer in tahan  yang  baik   karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a.  Pemer iksaan  pajak  yang  di l akukan  te rhadap  Penggugat  

merupakan  pemer iksaan  bukt i  permulaan   sesua i  Pera tu ran  

Menter i  Keuangan           Nomor  :  202/PMK.03 /2007  tangga l  

28  Desember  2007  ten tang  Tata  Cara   Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  Tindak  Pidana  Perpa jakan  (PMK-202/2007)   dan  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  PER-47/PJ /2009  

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  diduga  Melakukan  Tindak  Pidana  

di  Bidang  Perpa jakan  (Per - 47/2009) ;  - - -

b.  Bahwa dasar  hukum yang  digunakan  oleh  Penggugat  ya i t u  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  123/PMK.03/2006  tangga l  

12  Ju l i  2006  ten tang  Perubahan  atas   Keputusan  Menter i  

Keuangan  Nomor  :  545/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Pajak ,  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor  :  SE-01/PJ .7 /2006  ten tang  Kebi j akan  Umum Pemer iksaan  

Pajak  dan  Sura t  Edaran  Di r j en  Pajak  Nomor  :  SE-

10/PJ .7 /2004  tangga l  12  Desember  2004  ten tang  Kebi j akan  

Pemer iksaan  Pajak  ada lah  dasar  hukum yang  kurang  tepa t  

karena  dasar  hukum in i  d igunakan  untuk  pemer iksaan  biasa  

dan  bukan  pemer iksaan  bukt i  permulaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

diban tah    Tergugat ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  
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berdasarkan  hukum admin is t r a s i ,  apakah    penerb i t an  obyek  

sengketa  mengandung cacat  hukum,   mengacu pada  Pasa l  53 ayat  

(2 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004 ten tang  Perubahan  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang Nomor  51  Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pasal  53 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004 ten tang  Perubahan  Undang- undang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  sebaga imana  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009    ada lah    merupakan    ins t r umen  

yur id i s    bagi   Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   untuk  

melakukan  pengu j i an  apakah  suatu  produk  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  cacad  yur i d i s  atau  t i dak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -   

Menimbang,  bahwa dar i  da l i l  gugatan ,  jawaban,  rep l i k  dan  

dup l i k  para  p ihak ,   maka permasa lahan  hukum admin is t r a s i  yang  

harus  d iper t imbangkan  dalam  sengketa  a  quo,   ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1.  Apakah  SKPKB a  quo,  merupakan  has i l  dar i  proses  

pemer iksaan  bukt i  permulaan  atau  pemer iksaan  biasa   ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Apakah   dar i  aspek  prosedur   penerb i t an  Obyek 

Sengketa  a  quo  di te rb i t k an  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  
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melanggar  Azas- azas  umum pemer in tahan  yang  baik  ?;  

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  dal i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  yang  dibe r i  tanda  

P  -  1  sampai  dengan  P –  20,  dan      1  (sa tu )  orang  Ahl i ,  

sedangkan  Tergugat  mengajukan  bukt i  sura t  ber tanda  T  -  1 

sampai  dengan  T  -  49  dan  1  (sa tu )  orang  ahl i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  sebe lum  memper t imbangkan   prosedur  

penerb i t an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek  sengketa ,  maka 

Maje l i s  Hakim  per l u  mempert imbangkan,  apakah  SKPKB  a  quo 

ada lah  merupakan  has i l  pemer i ksaan  Bukt i  Permulaan  atau  

pemer iksaan  pa jak  biasa  ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  Tergugat ,  pemer iksaan  pa jak  

yang  di l akukan  te rhadap  Penggugat  merupakan  pemer iksaan  bukt i  

permulaan  yang  da lam  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

202/PMK.03/2007  tangga l  28  Desember  2007  ten tang  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Tindak  Pidana  Perpa jakan  (PMK-

202/2007)  dan  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  PER-

47/PJ /2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  te rhadap             Waj ib  Pajak  yang  d iduga  

Melakukan  Tindak  Pidana  d i  Bidang  Perpa jakan          (Per -

47/2009) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hal  147 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Menimbang,  bahwa  seba l i knya ,  menuru t  Penggugat ,  SKPKB 

(Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar )  te rsebu t  ada lah  has i l  

pemer i ksaan  biasa  dan  bukan  has i l  dar i  proses  Pemer iksaan  

Bukt i  Permulaan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  da l i l  Penggugat  dan  Jawaban  

Tergugat  d ihubungkan  dengan  ala t  bukt i  yang  d ia j ukan  da lam 

sengketa  in i ,  maka  Maje l i s  Hakim  mempero leh  fak ta  hukum 

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa benar  sesua i  Bukt i  P – 5 = T -  43,  Sura t  Per in t ah  

yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  bukan  Sura t  

Per in t ah  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  (SPPBP),  te tap i  

Sura t  Per in t ah  Pemer iksaan  Pajak  (SP3)  Nomor:  

007/WPJ.19 /BD.03 /2007  te r t angga l  3  Oktober  2007,  dengan  

Tujuan  Pemer iksaan  :  Mengumpulkan  Bukt i  Permulaan  Adanya  

Tindak  Pidana  Perpa jakan  untuk  kewaj i ban  Pajak  Negara  

Tahun Pajak  1999;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa se lan ju t nya  pada  tangga l  22 Ju l i  2008,  (Buk t i  P – 

6 = T -  44  ) ,  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Tugas  Nomor:  

ST- 35/WP.19/2008 ,  ber i s i  per in t ah  melakukan  pemer iksaan  

di  b idang  perpa jakan  dalam  rangka  melan ju t kan  

pemer iksaan  te rhadap  Penggugat ,  yang  d idasarkan  pada  

Sura t  Per in t ah  Pemer iksaan  Pajak  (SPPP)  Nomor  :  

007/WPJ.19 /BD.03 /2007  te r t angga l  3  Oktober  2007 ,  (buk t i  

P- 5)  te r sebu t  d ia tas ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   berka i t an  dengan  adanya  pemer iksaan  te rhadap  

Penggugat  te rsebu t  Terguga t  juga  mengi r im   4  (empat )  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sura t  Panggi l an  Permin taan  Keterangan  yang  didasarkan  

pada  Sura t  Per in t ah  Pemer iksaan  Pajak  (SPPP)  Nomor  :  

007/WPJ.19 /BD.03 /2007  te r t angga l  3  Oktober  2007.  Dan 

dalam  keempat  Sura t  Panggi l an  te rsebu t  secara  tegas  

disebu tkan ,  Sura t  Panggi l an  te rsebu t  adalah  sebaga i  

pe laksanaan  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

545/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Pajak ,  

(  bukt i  P -  8.A  sampai  dengan P -  8.D) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa kemudian  pada  tangga l  10  September  2009  baru lah  

Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Per in t ah  Penggant i an  

Pemer iksa  Bukt i  Permulaan  Nomor  :  STP.PBP-

01/WP.19/BD.03 /2009 ,    d imana  dalam  sura t  te rsebu t ,  

Tergugat  merubah  sebutan  SPPP  (Sura t  Per in t ah  

Pemer iksaan  Pajak )  Nomor  :  007/WPJ.19 /BD.03 /2007  

te r t angga l  3  Oktober  2007  menjad i  SPPBP/Sura t  Per in t ah  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan .  (Buk t i  T -  46   = Bukt i  P -  

7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  fo rmat  Sura t   dan  

dasar  hukum dar i    sura t - sura t  yang  di te rb i t k an  Tergugat  

d ia tas ,  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa,  se jak  3  Oktober  2007  

sampai  dengan  sebe lum  te rb i t n ya   Sura t  Per in t ah  Penggant i an  

Pemer iksa  Bukt i  Permulaan  Nomor :  STP.PBP- 01/WP.19/BD.03 /2009  

te r t angga l  10  September  2009,  t i ndakan  pemer iksaan     yang  

di l akukan  pihak  Tergugat  te rhadap  Penggugat  adalah  merupakan  

Hal  149 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.
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Pemer iksaan  Pajak  biasa /bukan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan ,  

karena  dinya takan  dalam  sura t - sura t  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

pe laksanaan  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor:  545/KMK.04/2000  

ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Pajak ;  - - - - - - -

Bahwa  dasar  hukum  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  ada lah  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan Nomor :  202/PMK.03/2007  tangga l  28  

Desember  2007  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  

Tindak  Pidana  Perpa jak an dan  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor  :  PER-47/PJ /2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  te rhadap  Waj ib  Pajak  yang  diduga  

Melakukan  Tindak  Pidana  d i  Bidang  Perpa jakan .  Dan fak tanya ,  

t i ndakan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  baru lah  dimula i  se jak  

te rb i t n ya  Sura t  Per in t ah  Penggant i an  Pemer iksa  Bukt i  

Permulaan  Nomor  :  STP.PBP- 01/WP.19/BD.03 /2009  te r t angga l  10 

September  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  per tanyaan  hukum  kemudian  

ada lah ,  Apakah  sete lah  d i l akukan  pemer iksaan  seper t i  te rsebu t  

d ia tas ,  sebe lum  di te r b i t k an  SKPKB (Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar ) ,  masih  harus  di tempuh  prosedur  Pembahasan  Akhi r  

Hasi l  Pemer iksaan  ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pasal  7  huru f  h.  dan  i .  Pera tu ran  

Menter i  Keuangan  Nomor  :  202/PMK.03/2007  tangga l  28  Desember  

2007  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  Tindak  

Pidana  Perpa jak an,  secara  tegas  mengatu r  sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Pelaksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  harus  di l akukan  

sesua i  s tandar t  pe laksanaan  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan ,  

ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  . . . . . d s t . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

h.  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  harus  dibe r i t a hukan  

kepada  waj ib  Pajak  da lam  hal  bukt i  permulaan  

di l akukan  te rhadap  Waj ib  Pajak  badan . . . . .  dst .  dan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .  Waj ib  Pajak  badan  sebaga imana  d imaksud  pada  huru f  h  

dibe r i  hak  untuk  had i r  da lam Pembahasan  Akhi r   Hasi l  

Pemer iksaan  Bukt i  permulaan  dalam  batas  waktu  yang  

di t en tukan  dalam  hal  has i l  Pemer iksaan  Bukt i  

Permulaan  di t i n dak  lan ju t i  dengan  penerb i t an  Sura t  

kete tapan  Pajak .  (Buk t i  P -  11  =  bukt i  T -  

36) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Keputusan  Menter i  Keuangan  

Nomor:  123/KMK.03/2006  ten tang  Perubahan  KMK  Nomor:  

Hal  151 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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545/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  Pemer iksaan  Pajak  pada  

pasa l  15 mengatur  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -

" (1 ) .  Dalam rangka  Pembahasan  Akhi r  Hasi l  Pemer iksaan ,  

Pemer iksa  Pajak  waj ib  member i t ahukan  secara  te r t u l i s  

kepada  waj ib  Pajak  ten tang  has i l  pemer i ksaan  berupa  

hal - ha l  yang  berbeda  anta ra  Sura t  pember i t ahuan  

dengan  has i l  pemer i ksaan  untuk  d i t anggap i  Waj ib  

Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Atas  pember i t ahuan  te rsebu t ,  Waj ib  Pajak  waj ib  

menyampaikan  tanggapan  secara  te r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

(3 ) .   . . . . . . . .  dst .   (buk t i  P -  9) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa d isamping  dua keten tuan  te rsebu t ,  da lam 

Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  SE-10/PJ .7 /2004  

ten tang  Kebi j akan  Pemer iksaan  Pajak ,  pada  angka  V huru f  B.  

juga  dia tu r  bahwa,  "Semua  pemer iksaan  dalam  rangka  menguj i  

kepatuhan  Waj ib  pa jak  harus  mela lu i  proses  Pembahasan  Akhi r ,  

d imula i  dengan  pember i t ahuan  has i l  pemer iksaan  sampai  dengan  

perse tu j uan  atau  penandatanganan  ber i t a  acara  has i l  

pemer i ksaan .  Apabi l a  masih  te rdapa t  temuan  mater i a l  yang  

t i dak  d ise tu j u i  Waj ib  pa jak  dalam  pembahasan  akh i r  has i l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pemer iksaan ,  Kepala  UP3 harus  membentuk  Tim  Pembahas  yang  

te rd i r i  dar i  Kepala  kanto r  dan  Para  Ketua  ke lompok  atau  yang  

set i ngka t  dengan  Ketua  Kelompok  untuk  mempela ja r i  dan  

menindak  lan ju t i  temuan  d imaksud  untuk  kemudian  di l akukan  

pembahasan  akh i r  dengan  Waj ib  Pajak . "  (Buk t i  P-  14.  = Bukt i  

T- 47  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  dia tas ,  maka 

dapat  d is impu lkan ,  bahwa sebe lum di t e r b i t k an  Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB) ,  ba ik  yang  di te rb i t k an  berdasarkan  

proses  Pemer iksaan  Bukt i  Permulaan  maupun  Pemer iksaan  Pajak  

Biasa   te rnya ta  harus /wa j i b  d i l akukan  prosedur  Pember i t ahuan  

Hasi l  Pemer iksaan   dan  Pembahasan  Akhi r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  akan  d ipe r t imbangkan ,  

apakah  prosedur  penerb i t an  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

(SKPKB)  a  quo,  te l ah  di l akukan  Pember i t ahuan  has i l  

Pemer iksaan   dan    Pembahasan  Akhi r  dengan  Waj ib  

Pajak  ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  dida l i l k a n  Tergugat ,  

penerb i t an  SKPKB atas  nama Penggugat  a  quo  ada lah   t i dak  

mela lu i  prosedur  Pembahasan  Akhi r  dengan  alasan ,  karena  SKPKB 

(Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar )  a  quo  ada lah  berasa l  

dar i  proses  Pemer iksaan  Bukt i  permulaan ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  a la t  bukt i  yang  dia j ukan  pihak  

Tergugat ,  te rnya ta  Maje l i s  Hakim  juga  t i dak  menemukan  fak ta  

hukum yang  membukt i kan  te l ah  di l a l u i n ya  proses  Pember i t ahuan  

has i l  Pemer iksaan  maupun Pembahasan  Akhi r  dengan Waj ib  Pajak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pember i t ahuan  has i l  Pemer iksaan  maupun 

Pembahasan  Akhi r  dengan  Waj ib  Pajak  adalah  merupakan  bag ian  

pent i ng  dar i  proses  pemer iksaan  perpa jakan ,  karena  sete lah  

adanya  Pember i t ahuan  has i l  Pemer iksaan  te rsebu t ,  maka  Waj ib  

Pajak  waj i b   menyampaikan  tanggapan  secara  te r t u l i s .  Dan 

berdasarkan  tanggapan  te r t u l i s  te rsebu t ,  Pemer iksa  Pajak  

mengundang  Waj ib  Pajak  untuk  Pembahasan  Akhi r  Hasi l  

Pemer iksaan  (pasa l  15  angka  2  dan  3  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006  ) ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  o leh  

karena  te rnya ta  penerb i t an  SKPKB  (Sura t  Kete tapan  Pajak  

Kurang  Bayar )  atas  nama Penggugat   a quo  yang  menjad i  obyek  

sengketa  t i dak  sesua i  dengan  standar  pemer iksaan /p rosedur  

yang  dia tu r  da lam pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yakn i  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

202/PMK.03/2007  tangga l  28  Desember  2007  dan  Keputusan  

Menter i  Keuangan  Nomor  :  545/KMK.04/2000  ten tang  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Pajak  ser ta  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor  :  SE-10/PJ .7 /2004  ten tang  Kebi j akan  Pemer iksaan  Pajak ,  

maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  te lah  te rbuk t i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur  penerb i t an  SKPKB  (Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar )  atas  nama  Penggugat  a  quo  ada lah  mengandung  cacat  

hukum;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  Obj ek  Sengketa  berupa  Sura t  

Paksa,  o leh  karena  Sura t  Paksa  te rsebu t  d i t e rb i t k an  

berdasarkan  SKPKB (Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar )  yang  

te lah  te rbuk t i  dar i  aspek  prosedur  cacat  hukum,  maka 

berak iba t  hukum  Sura t  Paksa  te rsebu t  juga  cacat  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  o leh  

karena  te l ah  te rbuk t i  dar i  aspek  prosedur  penerb i t an  Obj ek 

sengketa  mengandung  cacat  hukum,  maka bera lasan  hukum Obj ek 

sengketa  te rsebu t  d inya takan  bata l   dan  kepada  Terguga t  

d ipe r i n t ahkan  untuk  mencabut  Obj ek  sengketa  te rsebu t .  Dan 

se lan ju t nya  Tergugat  dapat  menerb i t kan  kembal i  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  sepan jang  dipenuh i  prosedur  

hukum yang  ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  per lu  di tegaskan  dis i n i ,   putusan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  a  quo  ada lah  sebatas  pembata lan  

karena  cacat  dar i  aspek  prosedur  penerb i t an  Obj ek  Sengketa ,  

yang  pembata lan  mana ada lah  t i dak  ser ta  merta  menghapuskan  

kewaj i ban  dar i  Waj ib  Pajak  untuk  menyelesa i kan  kewaj i ban  

perpa jakan  apab i l a  sete lah  d i l akukan  pemer iksaan  sesua i  

dengan  standar  prosedur  yang  dia tu r  da lam pera tu ran  dasarnya  

ada dike temukan  kewaj i ban  perpa jakan  yang  belum dise lesa i kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Menimbang,  bahwa  per t imbangan  a  quo  ada lah  se ja l an  

dengan  dokt r i n  Hukum Admin is t r a s i  Negara  yang  menyatakan ,  

Pembata lan  sura t  Keputusan  dengan  alasan  cacat  prosedur  

( v ice  de  procedure ) ,  ada lah  masih  dapat  d iperba i k i  dengan  

mengiku t i  prosedur  yang  benar  da lam  penerb i t annya .  (L iha t  

" Jur i d i s ch  Wooden Boek" ,  Terb i t an  :  Tjeenk  Wil i nk ,  1985,  ha l .  

532) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan   per t imbangan- per t imbangan  

dia tas  maka  cukup  bera lasan  hukum  mengabulkan  gugatan  

Penggugat    untuk  se lu ruhnya ;  - - - - -  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  maka  untuk  menjaga  kepent i ngan  Penggugat  agar  

t i dak  di rug i kan  karena  pe laksanaan  keputusan  Objek  gugatan  

yang  te rbuk t i  mengandung caca t  hukum te rsebu t ,  maka Penetapan  

Nomor  :  193/G/2009 /PTUN- JKT  yang  di te t apkan  pada  tangga l  18 

Maret   2010 ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Obj ek  Sengketa  

te tap  berkekua tan  hukum  dan  d iper t ahankan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  maka  sesua i  keten tuan  pasa l  110  Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986 ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang Nomor  51 

Tahun  2009,  Terguga t  harus  d ihukum  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  besarnya   d i t en tukan  dalam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berdasar  keten tuan  pasa l  107  Undang-
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Undang  Nomor  5  tahun  1986,  te rhadap  ala t  bukt i  se leb ihnya ,  

sete lah  dipe r t imbangkan  te rnya ta  t i dak  re levan  untuk  putusan  

in i ,  akan  te tap i  a la t  bukt i  te rsebu t   te tap  di l amp i r kan  dan  

menjad i  satu  kesatuan  berkas  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  sebaga imana  

te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang Nomor  51  Tahun  2009 

ser ta  perundang- undangan  dan  keten tuan  hukum la i nnya   yang  

berka i t an  dengan sengketa  in i ;  - - - - - -

M E N G A D I  L I  

I .  .  Dalam  Penundaan.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Penetapan  Nomor  :  193/G/2009 /PTUN- JKT 

te r tangga l  18  Maret  2010   ten tang  Penundaan   Pelaksanaan  

Obj ek  Sengketa  te tap  berkekua tan  hukum dan  dipe r t ahankan  

sampai  putusan  in i  berkekua tan  hukum te tap ;  - - - - - -

I I .  Dalam  Eksepsi .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak   Ekseps i  Terguga t    se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I .  Dalam  Pokok  Perkara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  
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se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.   ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/201 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
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Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

D.   ( i ) .   Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

E.  ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa 

Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  159 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Nomor  00001/201 /99 /091 /09  tangga l  

28  Oktober  2009  atas  Pajak  Penghas i l an  

Pasa l  21  Masa  Pajak  Januar i  sampai  

dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00137/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/203 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  23  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00139/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/204 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  26  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00138/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

D.    ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/206 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Badan  Tahun  Pajak  1999;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00140/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

E.  ( i ) .  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Nomor  

00001/240 /99 /091 /09  tangga l  28  Oktober  2009  atas  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  4  ayat  (2 )  Fina l  Masa 

Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  1999;  

- - - - - - - - - - - -

( i i ) .  Sura t  Paksa  Nomor :  SP-

00136/WPJ.19 /KP.0104 /2009  tangga l  28  Desember  

2009;  

Hal  161 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  188.000 , -         ( sera tus  delapan  pu luh  delapan  r i bu  

rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tus  da lam  rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  har i  JUM'AT,  

Tangga l  18  Jun i  2010  oleh  kami ,     H.  BAMBANG HERIYANTO,  

SH.MH.,  Waki l  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a ,  

se laku  Ketua  Maje l i s ,  bersama dengan  FARI  RUSTANDI,  SH.  dan 

ANDRI    MOSEPA,  SH. MH.  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  

putusan  mana diucapkan  dalam  pes idangan  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  JUM'AT,  Tangga l   25  Jun i  2010  oleh  Maje l i s  

Hakim yang  te rd i r i :  H.  BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.  se laku  Ketua  

Maje l i s ,  bersama  dengan  ANDRI        MOSEPA,  SH.MH.  dan  R.  

BASUKI  SANTOSO,  SH.  MH   masing- masing  sebaga i  Hakim Anggota ,  

dengan  diban tu  ROSMANI,  SH.  se laku  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  ,  d ihad i r i  o leh  Kuasa  

Hukum  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

  

Hakim Ketua  Maje l i s ,

Hakim- Hakim Anggota ,

 t td      t td

ANDRI MOSEPA, SH.MH.                              H.  BAMBANG 

HERIYANTO, SH.MH                                        

        t td        

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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R.  BASUKI SANTOSO, SH.  MH.                     

  

         Pani te ra  Penggant i ,
  

t td

          ROSMANI,  SH.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Panggi l an  ………………………………… :  Rp.  160.000 , -
- Matera i  ……………………………………. :  Rp.    12.000 , -  
- Redaks i  …………………………………… :  Rp.    10.000 , -
- Leges  ……………………………………...              :  Rp.      6  .000 , -  

                                    Jumlah  ……………….. :   Rp.  

188.000 , -

                  (se ra tus  delapan  pu luh  delapan  r ibu  

rup iah ) ;

Hal  163 dar i  163 hal  Putusan  Nomor:  193/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163


